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Menimbang 

Mengingat 

BUPATI LANDAK 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI LANDAK 
NOMOR 3 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA FSA, 

BUPATI LANDAK, 
a. bahwa keuangan desa harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, 

ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan 
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi 
masyarakat; 

b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman penyusunan anggaran 
pendapatan dan belanja desa, perubahan anggaran pendapatan dan 
belanja desa, perhitungan anggaran pendapatan dan belanja desa, 
dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan beianja desa 
kepada desa perlu menetapkan pedoman pengelolaan keuangan desa 
dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan 
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234): 



Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak. 

Ditetapkan di Ngabang 
pada tanggal 3 Jam 2016 

BUPA�DAK, 

ADR1ANUS ASIA SIDOT 
Diundangkan di Ngabang 
pada tanggal 3 wort 2016 

SEKRETAR1S DAERAH 
KABUPAT] N LANDAK, 

LUDIS 

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016 NOMOR 349 



\ 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahuan 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5694); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

(13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
/ Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik 

/ Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
/ 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 

1\ Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2092); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2093); 
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran 

/ 



Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak 
Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Landak Nomor 37); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten 
Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 13); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak 
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6); 

19. Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pengadaan 
Barang Dan Jasa Desa; 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Landak. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Landak. 

5. Camat adalah Camat di Kabupaten Landak. 

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 



7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah 
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut 
BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
Kabupaten Landak. 

10. BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak. 
11. Tim Pembina Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dan dipimpin oleh 

Kepala BPMPD dan Kepala BPKAD dengan anggota dari SKPD yang terkait dalam 
rangka pembinaan pengelolaan keuangan desa; 

12. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Landak. 

13. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. 
14. Sekretaris Desa adalah Pimpinan Sekretariat Desa di Kabupaten Landak. 

15. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan 
Kepala Dusun. 

16. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. 

17. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan 
Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. 

18. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala 
Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 

19. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau 
lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur. 

20. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa 
dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala 
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 

22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 
pengawasan keuangan desa. 

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. 

24. RAB adalah Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Desa. 



25. Sumber Pend~patan Desa adalah semua sumber penerimaan Desa yang berupa 
Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa, 
Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan, Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 
yang tidak mengikat. 

26. Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan desa yang terdiri dari hasil usaha desa, 
hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain 
pendapatan asli desa yang sah. 

27. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa adalah sumber 
pendapatan desa yang berasal dari sebagian pendapatan pajak daerah dan retribusi 
daerah. 

28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

29. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang 
diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten 
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

30. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai 
kekayaan bersih. 

31. Belanja Desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang 
nilai kekayaan bersih. 

32. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan desa yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran desa yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

33. Bantuan Keuangan adalah bantuan dalam bentuk uang dari Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam 
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. 

34. Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang atau barang atau jasa dari Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga kepada 
Pemerintah Desa yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat 
tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. 

35. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian dalam bentuk uang dan/atau barang 
dari perseorangan atau instansi lain di luar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang dapat berupa donasi, hadiah, wakaf 
atau lain-lain sumbangan. 

36. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, 
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau 
perolehan hak lainnya yang sah. 

37. Tanah Desa adalah tanah milik desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa berupa 
tanah kas desa dan tanah lain yang dikuasai oleh Desa. 

38. Tanah Kas Desa adalah tanah desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan desa 
dan digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa. 



39. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan/atau 
barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat desa, 
berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang 
ditetapkan dengan Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa. 

40. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa. 

41. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disebut PTPKD adalah 
Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan 
keuangan desa. 

42. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur 
Pemerintahan Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa/lembaga 
pemberdayaan masyarakat desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. 

43. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang membidangi urusan administrasi 
keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, 
menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan 
keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 

44. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, 
adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untukjangka waktu 6 (enam) tahun. 

45. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebutRKP Desa, adalah penjabaran 
dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

46. Musyawarah Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat Musbangdes, adalah 
musyawarah yang diadakan di tingkat desa untuk membahas dan merencanakan 
proyek-proyek desa untuk tahun yang akan datang dalam APBDesa. 

47. Swadaya masyarakat adalah kemampuan masyarakat kearah pemenuhan 
kebutuhan baik jangka pendek maupun jangka panjang sebagai bentuk partisipasi 
masyarakat terhadap pembangunan. 

48. Surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja 
desa. 

49. Defisit anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dan belanja 
desa. 

50. SILPA Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaraan anggaran 
dalam APBDesa selama satu periode anggaran desa. 

51. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang 
seluruhnya atau sebagian besar modalnya dilmiliki Desa melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, 
jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat Desa. 

52. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 
harta benda, dan dampak psikologis. 

53. Mengintensifkan adalah mengupayakan/mengoptimalkan potensi-potensi yang 
sudah ada. 



BAB II 
ASAS, MAKSUD ,TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) APBDesa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta 
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

(2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan 
yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses 
informasi seluas-luasnya tentang APBDesa. 

(3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban seseorang 
untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan 
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian 
tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan. 

(4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan agar dalam 
pengambilan keputusan pada proses penyusunan dan penetapan APBDesa harus 
melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan 
kewajibannya dalam pelaksanaan APBDesa. 

(5) Tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa APBDesa 
dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti 
administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

(6) Pengelolaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam 
masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 
31 Desember. 

Pasal 3 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: 
a. Memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa. 
b. Memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa. 

Pasal 4 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: 
a. Mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. 
b. Mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan desa. 

Pasal 5 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa; 
b. Sumber - sumber pendapatan APBDesa; 
c. Ketentuan penggunaan belanja APBDesa; 
d. Struktur APBDesa; 
e. Penyusunan APBDesa; 
f. Pelaksanaan APBDesa; 
g. Penatausahaan APBDesa; 



h. Pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa; dan 
i. Pembinaan dan pengawasan APBDesa. 

@i 
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Pasal 6 

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili 
Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. 

(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: 
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; 
b. menetapkan PTPKD; 
c. menetapkan TPK; 
d. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa; 
e. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan 
f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. 

(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD. 

Pasal 7 

(1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat 
Desa, terdiri dari: 
a. Sekretaris Desa; 
b. Kepala Seksi dan atau Kepala Urusan;dan 
c. Bendahara; 

(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Desa setiap tahun anggaran. 

Pasal 8 

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bertindak 
selaku koordinator PTPKD. 

(2) Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas: 
a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; 
b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa 

dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; 
c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan 

dalam APBDesa; 
d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; 
e. melakukan verifikasi terhadap Surat Permohonan Pencairan anggaran program 

kegiatan desa; 
f. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pengeluaran APBDesa; dan 
g. Kepala Urusan Umum dapat ditunjuk sebagai Verifikator yang membantu 

Sekretaris Desa dalam melakukan Verifikasi. 



Pasal 9 

Dalam hal tidak terdapat Sekretaris Desa, atau Sekretaris Desa tidak dapat berfungsi 
optimal maka Kepala Desa dapat menunjuk perangkat desa lainnya yang dianggap 
mampu sebagai Koordinator PTPKD. 

Pasal 10 

(1) Kepala Seksi dan atau Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan. 

(2) Kepala Seksi dan atau Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; 
b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang 

telah ditetapkan di dalam APBDesa; 
c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran 

belanja kegiatan; 
d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan 
f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 

(3) Dalam melaksanakan kegiatan Kepala Seksi dan atau Kepala Urusan yang diserahi 
tugas melaksanakan kegiatan dapat membentuk TPK yang ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Desa dan ditetapkan pada setiap tahun anggaran. 

BAB IV 
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAN 

KETENTUAN PENGGUNAAN BELANJA APBDESA 

Bagian Kesatu 
Sumber-Sumber Pendapatan APBDesa 

Pasal 11 

Pendapatan Desa bersumber dari: 
a. pendapatan asli Desa; 
b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
c. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah; 
d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima 

daerah; 
e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan 

anggaranpendapatan dan belanja Daerah; 
f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 
g. lain-lain pendapatan Desa yang sah. 



Pasal 12 

(1) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas: 
a. basil usaha; 
b. basil aset desa; 
c. swadaya dan partisipasi; 
d. gotong royong; dan 
e. lain-lain pendapatan asli desa. 

(2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari 
bagi basil laba BUMDesa. 

(3) Hasil aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari: 
a. tanah kas Desa; 
b. pasar Desa; 
c. pasar Hewan; 
d. bangunan Desa, antara lain: 

1. kios desa; 
2. gedung pertemuan desa; 
3. bangunan milik desa lainnya. 

e. hutan milik desa; 
f. mata air milik desa; 
g. obyek rekreasi desa; 
h. lapangan desa;dan 
i. aset lain milik desa. 

(4) Swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah 
membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat 
dalam bentuk uang dan atau barang yang dinilai dengan uang. 

(5) Gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah membangun 
dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk 
jasa yang dinilai dengan uang. 

(6) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri 
dari: 
a. pungutan desa; 
b. bunga simpanan uang di Bank;dan 
c. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang bersumber 

dari APBDesa. 

Pasal 13 

(1) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
huruf e, dapat bersifat umum dan khusus; 

(2) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 huruff, adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga. 

(3) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf 
g, antara lain: 



a. pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga; dan 
b. bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. 

Bagian Kedua 
Ketentuan Penggunaan Belanja APBDesa 

Pasal 14 

(1) Belanja Desayang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan: 
a. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa 

digunakan untuk: 
1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; 
2. operasional Pemerintah Desa; 
3. tunjangan dan operasional BPD; dan 
4. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga. V 

b. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa 
digunakan untuk mendanai: 
1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
2. pelaksanaan pembangunan Desa; 
3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan 
4. pemberdayaan masyarakat Desa. 

' ) 
(2) Belanja desa untuk operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a angka 2, merupakan belanja untuk menunjang penyelenggaraan 
operasional perkantoran pemerintah desa. 

(3) Belanja desa untuk operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), dapat diberikan dalam bentuk uang operasional Kepala Desa dan Perangkat 
Desa. 

(4) Belanja desa untuk operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
angka 3, merupakan belanja untuk menunjang penyelenggaraan operasional 
perkantoran BPD. 

(5) Belanja desa untuk insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, adalah bantuan kelembagaanuntuk 
operasional Rukun Tetangga dan Rukun Wargadalam rangka membantu 
pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, 
ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. 

Pasal 15 

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 14ayat (1),dapat ditambahkan 
penggunaannya antara Iain untuk: 
a. tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
b. tunjangan akhir masa jabatan BPD;dan 
c. tunjangan timanggong. ✓ 

(2) Belanja desa untuk tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, 
tunjangan akhir masa jabatan BPD dan tunjangan Timanggong sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masuk dalam belanja 
penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 
huruf b angka 1. 

Puc lsc.hr 9.. • be-«¢ 
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(3) Besaran tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa,Perangkat Desa dan BPD 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 16 

Bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah 
provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang bersifat khusus tidak 
digunakan untuk belanja APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 
hurufa. 

6»6 w 
STRUKTUR APBDesa 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 17 

(1) APBDesa merupakan satu kesatuan terdiri dari: 
a. pendapatandesa; 
b. belanja desa;dan 
c. pembiayaandesa; 

(2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan 
menurut kelompok, jenis, rincian dan obyek pendapatan. 

(3) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan menurut 
kelompok, kegiatan, jenis, dan rincian belanja. 

(4) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan 
menurut kelompok dan jenis. 

Pasal 18 

(1) Setiap bagian struktur APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), 
mempunyai kode rekening. 

(2) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Pendapatan Desa 

Pasal 19 

(1) Pendapatan desa terdiri dari kelompok: 
a. pendapatan asli desa; 
b. pendapatan transfer; dan 
c. pendapatan lain-lain. 

(2) Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiridari jenis: 
a. hasil usaha; 
b. basil aset desa; 
c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan 
d. lain-lain pendapatan asli desa. 



(4) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, terdiri darijenis: 
a. dana desa; 
b. bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
c. ADD; 
d. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan 
e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah. 

(5) Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri darijenis: 
a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan 
b. Lain-lain pendapatan desa yang sah. 

Bagian Ketiga 
Belanja Desa 

Pasal 20 

(1) Belanja desa terdiri dari kelompok: 
a. penyelenggaraan pemerintahan desa; 
b. pelaksanaan pembangunan desa; 
c. pembinaan kemasyarakatan desa; 
d. pemberdayaan masyarakat desa; dan 
e. tidak terduga. 

(2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan 
huruf d, dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah 
dituangkan dalam RKPDesa. 

(3) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam jenis belanja 
terdiri dari: 
a. belanja pegawai; 
b. belanja barang dan jasa; dan/ atau 
c. belanja modal. 

(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, menjadi 
kelompok belanja sendiri. 

(5) Setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari obyek dan 
rincian belanja. 

(6) Penggunaan Dana Desa yang dianggarkan dalam APBDes harus memperhatikan 
prioritas penggunaannya sebagaimana diatur oleh kementrian yang berwenang. 

Pasal 21 

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, terdiri dari 
jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran antara lain: 
a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa; 
b. tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa; 
c. tunjangan anggota BPD; 
d. tunjangan Timanggong Desa; 
e. tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan perangkat Desa; 



f. tunjangan akhir masajabatan BPD;dan 
g. honorarium kegiatan. 

Pasal 22 

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) huruf b, 
terdiri dari jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran,antara lain: 
a. bahan; 
b. jasa kantor; 
c. pemeliharaan; 
d. cetak dan penggandaan; 
e. sewa alat berat; 
f. sewa perlengkapan dan peralatan kantor; 
g. makanan dan minuman; 
h. pakaian dinas; 

perjalanan dinas; 
bahan bakar minyak; 

1. 

j. 
k. upah tenaga kerja; 
l. honorarium narasumber/ahli; 
m. pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat; 
n. pemberian barang uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat;dan 
o. pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tanah kas 

desa. 
(2) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf m dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. 
(3) Pemberian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, diberikan dalam 

bentuk uang penghargaan, beasiswa, uang operasional dan santunan. 
(4) Pemberian uang penghargaan dan/ atau uang operasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), dapat diberikan antara lain kepada: 
a. lembaga pendidikan tingkat desa; 
b. lembaga kesehatan tingkat desa; 
c. lembaga ekonomi tingkat desa; 
d. lembaga sosial dan budaya tingkat desa; 
e. lembaga keagamaan tingkat desa; dan 
f. lembaga kemasyarakatan desa. 

(6) Pemberian uang beasiswa dan/atau santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
dapat diberikan antara lain kepada: 
a. siswa berprestasi; 
b. masyarakat berprestasi; 
c. masyarakat miskin; dan 
d. masyarakat atau orang terlantar. 



Pasal 23 

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c, digunakan 
untuk belanja dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang 
nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis belanja yang 
dianggarkan untuk pengeluaran antara lain: 
a. belanja modal sarana dan prasarana perkantoran; 
b. belanja modal sarana dan prasarana transportasi; 
c. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana produksi; 
d. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana perekonomian; 
e. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana sosial dan atau 

keagamaan; 
f. belanja modal sarana dan prasarana pendidikan; dan 
g. belanja modal sarana dan prasarana kesehatan. 

Pasal 24 

(1) Pemerintah Desa dalam keadaan darurat dan/atau kejadian luar biasa dapat 
melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. 

(2) Keadaan darurat dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang 
dan/ atau keperluan mendesak. 

(3) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/ atau 
keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan kriteria sebagai 
berikut: 
a. kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belumtersedia dalam 

APBDesa tahun berjalan; dan 
b. keperluan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang 

lebih besar bagi pemerintah desa dan masyarakat. 

(4) Keadaan darurat dan/ atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), antara lain: 
a.bencana;dan 
b. kerusakan sarana dan prasarana. 

(5) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/ atau 
keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggarkan dalam 
bidang tak terduga. 

(6) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ditetapkan 
oleh Bupati. 

Bagian Keempat 
Pembiayaan Desa 

Pasa1 25 

(1) Pembiayaan desa terdiri dari kelompok: 
a. penerimaan pembiayaan; clan 
b. pengeluaran pembiayaan. 



(2) Penerimaan pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri 
dari jenis: 
a. SiLPA tahun sebelumnya; 
b. pencairan dana cadangan; dan 
c. hasil kekayaan desa yang dipisahkan. 
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(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari 
jenis: 
a. pembentukan dana cadangan; dan 
b. penyertaan modal desa. 

'5l. 6lo. 

(1) SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, antara lain: 
a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja; 
b. penghematan belanja; dan 
c. sisa dana kegiatan lanjutan. 

(2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, 
digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana 
cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan. 

(3) Hasil kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 
(2) huruf c, antara lain digunakan untuk penyertaan modal BUMDesa. 

Pasal 27 

(1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a,untuk 
mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tldak dapat sekaligus/sepenuhnya 
dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

(2) Penganggaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
diperbolehkan melebihi tahun akhir masajabatan Kepala Desa. 

(3) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3)huruf b, 
digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintahan desa yang diinvestasikan 
pada BUMDesa. 

(BAB v) 
PENYUS~NAN A~BDESA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 28 

(1) Pemerintah Desa menyusun APBDesa dengan berpedoman pada RPJMDesa dan 
RKPDesa. 

(2) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kebutuhan 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemampuan keuangan desa. 

(3) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tahun ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. 



Bagian Kedua 
Perencanaan dan Pembahasan 

Pasal 29 

(1) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. 

(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada 
Kepala Desa. 

(3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada 
BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. 

(4) Rancangan APBDesa disepakati bersama oleh Kepala desa dan BPD paling lambat 
minggu pertama bulan November tahun sebelumnya. 

Bagian Ketiga 
Evaluasi dan Penetapan 

Pasal 30 

(1) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah 
disepakati bersama BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari 
sejak disepakati bersama untuk dilakukan evaluasi. 

(2) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak 
diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. 

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Kepala desa menetapkan rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa. 

(4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang­ 
undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 
(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 

(5) Penetapan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Camat. 

Pasal 31 

(1) Dalam rangka melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
Camat dapat membentuk tim kecamatan; 

(2) Tim Kecamatan memberikan pertimbangan secara tertulis yang merupakan hasil 
evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat. 

(3) Camat wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan evaluasi rancangan 
APBDesa kepada Bupati melalui Kepala BPMPD sebagai bahan evaluasi Tim 
Pembina Kabupaten. 

Pasal 32 

(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (4), dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan 
Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan 
pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati. 



(2) Berdasarkan usulan pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Bupati membatalkan Peraturan Desa tentang APBDesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu 
APBDesa tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) Dalam hal Peraturan Desa dibatalkan· sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan 
pemerintahan desa. 

(5) Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan 
selanjutnya Kepala Desa dan BPD mencabut Peraturan Desa. 

Pasal 33 

· Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling 
lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. 

Pasal 34 

Bentuk dan format rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tercantum dalam 
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB V V 
PELAKSANAAN APBDESA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 35 

(1) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena 
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan desa. 

(2) APBDesa dilaksanakan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali. 
(3) Pelaksanaan APBDesa dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Desa. 

Pasal 36 

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi Camat, 
diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa. 

(2) Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada Camat dan BPD sebagai bahan untuk melakukan pengawasan. 

(3) Camat menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampiran secara 
kolektif kepada Bupati melalui Kepala BPMPD sebagai bahan evaluasi program dan 
kegiatan oleh Tim Pembina Kabupaten. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan Pendapatan Desa 

Pasal 37 

(1) Setiap pendapatan desa wajib dicatat dalam APBDesa. 



(2) Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 
(3) Setiap pendapatan diadministrasi sesuai dengan kode rekening pendapatan. 
(4) Setiap pendapatan dimasukkan di rekening kas desa atas nama Pemerintah Desa. 

Pasal 38 

(1) Kepala Desa wajib mengintensifkan pendapatan yang menjadi wewenang dan 
tanggung jawabnya. 

(2) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam 
peraturan desa. 

(3) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam 
rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. 

(4) Besaran uang yang dapat disimpan dalam kas Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tidak melebihi Rp.10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah). 

Pasal 39 

(1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada 
pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi 
dalam tahun yang sama. 

(2) Pengembalian kelebihan pendapatan yang diterima pada tahun sebelumnya 
dibebankan pada belanja tidak terduga. 

(3) Pengembalian kelebihan pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap 
dan sah. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Belanja Desa 

Pasal 40 

(1) Setiap belanja dilaksanakan melalui kode rekening belanja. 
(2) Setiap belanja desa atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap 

dan sah. 
(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi oleh Sekretaris Desa atas 

kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud dan disahkan oleh 
Kepala Desa. 

Pasal 41 

(1) Belanja desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum 
rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. 

(2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk untuk belanja 
pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam 
peraturan kepala desa. 

(3) Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat RAB yang telah 
disahkan oleh Kepala Desa. 



Pasal 42 

(1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus 
disertai dengan dokumen antara lain RAB. 

(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah unsur Perangkat 
Desa dari sekretariat desa dan pelaksana teknis. 

(3) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan 
disahkan oleh Kepala Desa. 

(4) Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang 
menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku 
pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. 

(5) Format RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan buku pembantu kas kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 43 

(1) Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kepala Desa 
tahap pertama untuk satu kegiatan dengan melampirkan RAB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 43 ayat ( 1). 

(2) Pengajuan surat permintaan pembayaran untuk tahap selanjutnya dan surat 
permintaan pembayaran untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia barang 
atau jasa dilampiri dengan: 
a. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan 
b. Lampiran bukti transaksi. 

(3) Surat permintaan pembayaran tahap selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa tidak boleh 
dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima. 

(4) Format surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan 
pernyataan tanggung jawab anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 44 

(1) Dalam pengajuan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa ber kewajiban melakukan verifikasi 
dengan: 
a. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh 

pelaksana kegiatan; 
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum 

dalam surat permintaan pembayaran; 
c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan 
d. menolak pengajuan surat permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan 

apabila tidak memenuhi persyaraan yang ditetapkan. 
(2) Berdasarkan surat permintaan pembayaran yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui surat 
permintaan pembayaran dan bendahara desa melakukan pembayaran. 

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 
pencatatan pengeluaran oleh bendahara desa. 



Pasal 45 

(1) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, 
wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke 
rekeninig k~s n~g~r~ s~s~~i dengan ket~nit~~h p~rat~ran per~nd~ng-uhd~hgan. 

(2) Format surat setoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 
lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keempat 
Pelaksanaan Pembiayaan D~sa 

Pasal 46 

(1) Setiap pembiayaan desa wajib dicatat dalam APBDesa. 
(2) Setiap pembiayaan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 
(3) 

Pasal 47 

SilPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf a, merupakan penerimaan 
pembiayaan yang digunakan untuk: 

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada 
realisasi belanja; 

b. mend~nai pel~ks~naan kegiatan lanjutan; dan 
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum 

diselesaikan. 

Pasal 48 

(1) Pembentukan dana cadangan oleh Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan 
Desa. 

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: 
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 

, 

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harusdianggarkan; 
d. sumber dana cadangan; dan 
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. . 

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan 
Peraturan Desa tentang APBDesa. 

(4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari 
penyisihan atas pendapatan Desa, kecuali dari pendapatan transfer dan ,pendapatan 
lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Dan~ cadangan sebagaim~na dim~ks~d pad~ ~yat (1), ditemip~tkan pada rekening 
tersendiri. 

(6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam 
tahun anggaran yang berkenaan. 

. . . 
Setiap pembiayaan desa diadministrasi sesuai dengan kode rekening pembiayaan. 



Bagian Kellina 
Perubahan Anggaran 

Pasal 49 

(1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi: 
a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; 
b. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam 

tahun berjalan; 
c. terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa dalam tahun 

berjalan; 
d. terjadinya peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, 

dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; 
e. keadaan luar biasa; dan 
f. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. 

(2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah keadaan 
yang menyebabkan estimasi pendapatan dan/ atau belanja dalam APBDesa 
mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lirna puluh persen). 

(3) Prosentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja desa 
dalam APBDesa. 

Pasal 50 

(1) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 
anggaran. 

(2) Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Pasal 51 

(1) Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa dilakukan 
setelah APBDesa tahun berjalan dilaksanakan 6 (enam) bulan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk peristiwa 
khusus dan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) 
huruf d dan huruf e. 

(3) Ketentuan mengenai penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30, berlaku secara 
mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang 
perubahan APBDesa. 

BAB VI Vu] 
PENATAUSAHAAN APBDESA 

Bagian Kesatu 

Pelaksana Penatausahaan 

Pasal 52 

(1) Penatausahaan APBDesa dilaksanakan oleh Bendahara Desa. 
(2) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus 

menetapkan Bendahara Desa. 



(3) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus 
dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan dan dituangkan 
dalam Keputusan Kepala Desa. 

(4) Bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh staf pada urusan 
Keuangan; 

(5) Bendahara Desa sebagai perata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, dan 
mempertanggungjawabkan pendapatan desa dan belanja desa dalam rangka 
pelaksanaan APBDesa. 

(6) Bendahara Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5), bertanggungjawab kepada Kepala Desa. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan Penatausahaan 

Pasal 53 

(1) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap pendapatan dan belanja desa 
serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 

(2) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 
pertanggungiawaban. 

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan 
setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan 
berikutnya. 

(4) Penatausahaan pendapatan dan belanja desa menggunakan: 
a. buku kas umum; 
b. buku kas pembantu pajak; dan 
c. buku bank desa. 

(5) Format, bentuk, dan struktur penatausahaan pendapatan dan belanja desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran V yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 54 

(1) Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan 
Bendahara Desa. 

(2) Setiap belanja desa dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan 
dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Setiap pengeluaran pembiayaan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari 
Kepala Desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah untuk 
dipertanggungjawabkan. 

BAB VII )X 

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
APBDESA 

Bagian Kesatu 

Pelaporan APBDesa 



Pasal 55 

(1) Kepala Desa rnenyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati 
rnelalui Camat. 

(2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), 
berupa laporan realisasi Dana Desa dan Laporan Realisasi APBDesa. 

(3) Bentuk, format, dan struk:tur laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagairnana 
dirnaksud pada ayat (1) tercanturn dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 

Pertanggungjawaban APBDesa 

Pasal 56 

(1) Kepala Desa menyarnpaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. 

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 
a. pendapatan desa; 
b. belanja desa; dan 
c. pembiayaan desa. 

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(4) Peraturan Desa tentang 1aporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
APBDesa sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), terdiri dari: 
a. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 

berkenaan; 
b. laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun berkenaan; dan 
c. laporan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

yang masuk ke Desa. 
(5) Bentuk dan format rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dirnaksud pada ayat (4), tercanturn 
dalarn larnpiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini 

Pasal 57 

(1) Laporan realisasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 52, dan laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan Pasal 53, diinformasikan 
kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses 
oleh masyarakat. 

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: 
a. papan pengumuman desa; dan 
b. media informasi lainnya. 

Pasal 58 

(1) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat. 



(2) Pertanggungiawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahunanggaran berjalan. 

(3) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. 

BABX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN APBDESA 

Pasal 59 

(1) Satuan Perangkat Kerja Daerah yang membidangi urusan pemeriksaan, keuangan 
dan anggaran, pemerintahan desa, dan Camat berkewajiban membina dan 
mengawasi pelaksanaan APBDesa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

(2) Pembinaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk 
pemberian bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan APBDesa yang mencakup 
penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 
APBDesa. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk evaluasi 
rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pengkajian, penelitian, pemeriksaan, 
evaluasi dan verifikasi penyelenggaraan APBDesa yang mencakup penyusunan, 
pelaksanaan, panatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDesa. 

(4) Dalam hal terjadi pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan APBDesa, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Camat dapat mengambil langkah­ 
langkah sebagai berikut: 
a. Camat menindaklanjuti pengaduaan masyarakat dengan melakukan klarifikasi 

secara langsung kelapangan terhadap bukti administrasi dan fisik; 
b. Hasil Pemeriksaan fisik dan administrasi dituangkan dalam berita acara 

pemeriksaan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Inspektorat Kabupaten. 

(5) Biaya sebagai akibat dari pembinaan dan pengawasan Camat dibebankan kepada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 60 

(1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bendahara Desa. 
(2) Pengawasan Kepala Desa kepada Bendahara Desa sebagaimana dimaksudpada ayat 

(1), dalam hal penatausahaan APBDesa melalui pemeriksaan administrasi keuangan 
desa setiap akhir bulan. 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 61 
(1) Peraturan Bupati Landak Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah tidak diberlakukan 

sejak tanggal 1 Januari 2016. 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 62 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak. 

Ditetapkan di Ngabang 
pada tanggal 3or 2016 

BUP�NDAK, 

ADRIANUS ASIA SIDOT 
Diundangkan di Ngabang 
pada tanggal 1swart 2016 

SEKRETARIS DAERAH 
K, 

LUDIS 

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016 NOMOR 44 



LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI LANDAK 
NOMOR TAHUN 2016 
TENTANG 
PENGELOLAAN 
DESA 

A. FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA 

KEUANGAN 

% 

Menimbang 

Mengingat 

KEPALA DESA ..... (Nama Desa) 
KABUPATEN LANDAK 

PERATURAN DESA .. 

NOMOR ...... TAHUN . 

TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA . 

TAHUN ANGGARAN ....... 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA , 

a. bahwa , ; 
b. bahwa ; 
c. Dst ... 
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang 

Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 
15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

· Nomor 3970); 

2. Dst . 

Dengan Persetujuan Bersama 
BADANPERMUSYAWARATANDFSA .. 

Dan 
I<EP ALA DESA .. 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DESA........ TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ...... 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

a. Pemerint~h..... 
b. Bupati ...... 
c. Dst .... 
d. 

BAB II 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

Pasal 2 

Anggaran Pend~patan dan Belanja Desa...........Tahun Anggaran............dengan 
rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Desa Rp . 
2. Belanja Desa 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp .. 
b. Bidang Pembangunan Rp ; . 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
e. Bidang Tak Terduga 
Jumlah Belanja 
Surplus/Defisit 

3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pembiayaan ( a-b ) 

Rp .. 
Rp . 
Rp .. 

Rp .. 
Rp .. 

Rp .. 
Rp .. 

Rp . 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini 
berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

, 



Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

Pasal 5 

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala 
Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. 

Pasal 6 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .. 

Ditetapkan di Desa . 
pada tanggal 20 . 

KEPALA DESA , 

Cap/Ttd 

(NAMA) 

Diundangkan di Desa . 
Pada tanggal . 
Sekretaris Desa . 

Tanda Tangan 

(NAMA) 

LEMBARAN DFSA .......... TAHUN ....... NOMOR ....... 

BUPATI LANDAK, 

% 
ADRIANUS ASIA SIDOT 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN BUPATI LANDAK 
NOMOR 3 TAHUN 2016 

TENTANG 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

I. UMUM 
Dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan 
Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, Desa 
mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi 
hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana 
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, 
alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak 
mengikat dari pihak ketiga. 

Keuangan desa sebagaimana diksud diatas harus dikelola secara tertib, efektif, 
efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas 
keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukupjelas 

Pasal 2 
Cukupjelas 

Pasal 3 
Cukupjelas 

Pasal 4 
Cukupjelas 

Pasal 5 

Cukupjelas 

Pasal 6 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

', 



Pasal 7 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Pasal 8 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Pasal 9 
Cukupjelas 

Pasal 10 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasal 11 
Cukupjelas 

Pasal 12 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Ayat (5) 
Cukupjelas 

Ayat (6) 
Desa dapat melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, 



wisata desa, pasar desa, tambatan perahu skala desa, pelelangan ikan, keramba 
dan lain-lain. Namun Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan 
administrasi yang diberikan kepada masyarakat seperti Surat Pengantar, Surat 
Rekomendasi dan Surat Keterangan. 

Pasal 13 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasal 14 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Ayat (5) 
Cukupjelas 

Pasal 15 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasal 16 
Cukupjelas 

Pasal 17 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 



Ayat (4) 
Cukupjelas 

Pasal 18 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Pasal 19 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Pasal 20 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat 3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Ayat (5) 
Cukupjelas 

Ayat (6) 
Cukupjelas 

Pasal 21 
Cukupjelas 

Pasal 22 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 



Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Ayat (5) 
Cukupjelas 

Ayat (6) 
Cukupjelas 

Pasal 23 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Pasal 24 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Ayat (5) 
Cukupjelas 

Ayat (6) 
Cukupjelas 

Pasal 25 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasal 26 
Ayat (1) 

Cukupjelas 



Ayat (2) 
Cuk:up jelas 

Ayat (3) 
Cuk:up jelas 

Pasal 27 
Ayat (1) 

Cuk:up jelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cuk:up jelas 

Pasal 28 
Ayat (1) 

Cuk:up jelas 

Ayat (2) 
Cuk:up jelas 

Ayat (3) 
Cuk:up jelas 

Pasal 29 
Ayat (1) 

Cuk:up jelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cuk:up jelas 

Ayat (4) 
Cuk:up jelas 

Pasal 30 
Ayat (1) 

Cuk:up jelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cuk:up jelas 

Ayat (4) 
Format Lembar Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan ini. 



Ayat (5) 
Format Keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan 
Peraturan Desa tentang APBDesa tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan 
ini. 

Pasal 31 

Ayat (1) 
Format pembentukan tim kecamatan tercantum dalam Lampiran VIII 
Keputusan ini. 

Ayat (2) 
Format pertimbangan tertulis dari tim kecamatan tercantum dalam Lampiran 
VIII Keputusan ini. 

Ayat (3) 
Format laporan Hasil Evaluasi dari Camat tercantum dalam Lampiran VIII 
Keputusan ini. 

Pasal 32 

Ayat (1) 
Format penyampaian usulan pembatalan .Peraturan Desa tercantum dalam 
Lampiran VIII Keputusan ini. 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Ayat (5) 
Cukupjelas 

Pasal 33 
Cukupjelas 

Pasal 34 
Cukupjelas 

Pasal 35 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 



Pasal 36 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasal 37 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Pasal 38 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Pasal 39 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasal 40 
Ayat (1) 

Cukupjelas 



Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasal 41 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasal 42 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat {3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Ayat (5) 
Cukupjelas 

Pasal 43 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Pasal 44 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 



Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasal 45 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Pasal 46 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasal 47 

Cukupjelas 

Pasal 48 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Ayat (5) 
Cukupjelas 

Ayat (6) 
Cukupjelas 

Pasal 49 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 



Cukupjelas 

Ayat (3) 
Culrup jelas 

Pasal 50 

Ayat (1) 
Culrup jelas 

Ayat (2) 
Culrup jelas 

Pasal 51 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Culrup jelas 

Ayat (3) 
Ketentuan secara mutatis mutandis artinya bahwa penyusunan rancangan 
peraturan desa tentang perubahan APBDesa sama persis dengan penyusunan 
rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. 

Pasal 52 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Culrup jelas 

Ayat (3) 
Culrup jelas 

Ayat (4) 
Culrup jelas 

Ayat (5) 
Culrup jelas 

Ayat (6) 
Culrup jelas 

Pasal 53 

Ayat (1) 
Culrup jelas 



Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Ayat (5) 
Cukupjelas 

Pasal 54 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasal 55 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasal 56 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Ayat (5) 
Cukupjelas 



Pasal 57 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Pasal 58 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasal 59 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Ayat (5) 
Cukupjelas 

Pasal 60 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Pasal 61 

Ayat (1) 
Agar dalam pengelolaan keuangan desa dapat memperhatikan Peraturan Bupati 
terkait Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. 

Ayat (2) 
Cukupjelas 



Pasal 62 

Cukupjelas 

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016 NOMOR 



B. FORMAT LAMPIRAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA 

LAMPIRAN 
PERATURAN DESA 
NOMOR TAHUN . 
TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN . 

ANGGARAN KET 
KODE REKENING URAIAN (Rp.) (DD/ADD/ 

BANPROVl 
1 2 3 4 

1 PENDAPATAN DESA 
1 1 Pendapatan Asli Desa 
1 1 1 Hasil Usaha 
1 1 1 1 Hasil Laba BUMDesa 

1 1 2 Hasil Aset Desa 
1 1 2 1 Tanah Kas Desa 
1 1 2 2 Pasar Desa 
1 1 2 3 PasarHewan 

1 1 2 4 Bangunan Desa 
1 1 2 4 1 Kios Desa 
1 1 2 4 2 Gedung Pertemuan Desa 
1 1 2 4 3 Bangunan Desa lainnva 

1 1 2 5 Hutan Milik Desa 
1 1 2 6 Mata Air Millie desa 
1 1 2 7 Obyek Rekreasi Desa 
1 1 2 8 Lapangan Desa 
1 1 2 9 Aset Desa lainnva 
1 1 3 Swadaa, Partisipasi dan 

Goton g-Roona 
1 1 3 1 Swadava dan Partisinasi 
1 1 3 2 Gotong-Rovong 

1 1 4 Lain-Lain Pendapatan Desa 
1 1 4 1 Pungutan Desa 
1 1 4 2 Bunga Simpanan Uang di Bank 

1 2 Pendapatan Transfer 
1 2 1 DanaDesa 
1 2 2 Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 
1 2 3 Alokasi Dana Desa 
1 2 4 Bantuan Keuangan dari APBD 

Provinsi 
1 2 5 , Bantuan Keuangan dari APBD 

Kabupaten 



1 3 Pendapatan Lain-lain 
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak 

ketiga yangtidak mengikat 
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 
1 3 2 1 Hasil kerjasama dengan pihak 

ketiga 
1 3 2 2 Bantuan perusahaan yang berlokasi 

di Desa 

JUMLAH PENDAPATAN 

2 BELANJA DESA 
2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DESA 
2 1 1 Penghasilan Tetap dan 

Tun/angan 
2 1 1 1 Belania Pegawai 
2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan 

Perangkat 
2 1 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 
2 1 1 1 1 2 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 

2 1 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan 
Perangkat Desa 

2 1 1 1 2 1 Tuniangan Kepala Desa 
2 1 1 1 2 2 Tuniangan Perangkat Desa 

2 1 1 1 3 Pembavaran Tuniangan BPD 
2 1 1 1 3 1 Tuniangan Ketua BPD 
2 1 1 1 3 2 Tuniangan Wakil Ketua BPD 
2 1 1 1 3 3 Tuniangan Sekretaris BPD 
2 1 1 1 3 4 Tuniangan Anggota BPD 

2 1 1 1 4 Tunjangan Timanggong 

2 1 1 1 5 Tunjangan akhir masa Jabatan 
Kepala Desa dan Perangkat Desa 

2 1 1 1 5 1 Tunjangan akhir masa Jabatan 
Kepala Desa 

2 1 1 1 5 2 Tunjangan akhir masa Jabatan 
Perangkat Desa 

2 1 1 1 6 Tuniangan akhir masa Jabatan BPD 

2 1 2 Operasional Perkantoran 
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa 
2 1 2 2 1 Belania alat tulis kantor 
2 1 2 2 1 1 Belania perlengkapan kantor 
2 1 2 2 1 2 Belania peralatan kantor 

2 1 2 2 2 Belania Jasa Kantor 
2 1 2 2 2 1 Belania telepon 
2 1 2 2 2 2 Belanja air 
2 1 2 2 2 3 Belania listrik 
2 1 2 2 2 4 Belanja Surat kabar/maialah 
2 1 2 2 2 5 Belania Perangko 



2 1 2 2 2 6 Belania alat kebersihan 
2 1 2 2 2 7 Belania langganan internet 
2 1 2 2 2 8 Belania lain-lain 

2 1 2 2 3 Belanja Pemeliharaan 
2 1 2 2 3 1 Belanja pemeliharaan bangunan 

dan atau gedung kantor 
2 1 2 2 3 2 Belanja pemeliharaan peralatan 

kantor 
2 1 2 2 3 3 Belanja pemeliharaan perlengkapan 

kantor 
2 1 2 2 3 4 Belania pemeliharaan komputer 
2 1 2 2 3 5 Belanja pemeliharaan kendaraan 

dinas 

2 1 2 2 4 Belania Cetak dan Penggandaan 
2 1 2 2 4 1 Belania penggandaan 
2 1 2 2 4 2 Belania cetak dan iilid 

2 1 2 2 5 Belanja sewa perlengkapan dan 
peralatan kantor 

2 1 2 2 5 1 Belanja sewa meia dan kursi 
2 1 2 2 5 2 Belania sewa tenda 
2 1 2 2 5 3 Belanja sewa sound system 

2 1 2 2 6 Belania Makanan dan minuman 
2 1 2 2 6 1 Belanja makanan dan minuman 

harian 
2 1 2 2 6 2 Belanja makanan dan minuman 

rapat Desa 
2 1 2 2 6 3 Belanja makanan dan minuman 

Tamu 

2 1 2 2 7 Belania pakaian dinas 
2 1 2 2 7 1 Belania oakaian dinas Kepala Desa 
2 1 2 2 7 2 Belanja pakaian dinas perangkat 

Desa 
2 1 2 2. 7 3 Belanja pakaian dinas BPD 

2 1 2 2 8 Belania perialanan dinas 
2 1 2 2 8 1 Perialanan dinas dalam daerah 
2 1 2 2 8 2 Perialanan dinas luar daerah 

2 1 2 2 9 Belania bahan bakar minyak (BBM) 
2 1 2 2 10 Upah tenaga keria 
2 1 2 2 11 Honorarium narasumber / ahli 

2 1 2 3 Belanja Modal 
2 1 2 3 1 Belanja modal sarana prasarana 

perkantoran 
Belania printer/komputer 
Belania meia kursi 
Belania lemari 
Belania fillina cabinet 
Belania rak arsip 
Dst ........ 



2 1 2 3 2 Belanja modal gedung kantor 
2 1 2 3 3 Belania kendaraan dinas 

2 1 3 Operasional BPD 
2 1 3 2 Belania Barang dan Jasa 
2 1 3 2 1 ATK 
2 1 3 2 2 Penggandaan 
2 1 3 2 3 Konsumsi Rapat 
2 1 3 2 4 Belania Perialanan Dinas 
2 1 3 2 4 1 Perialanan Dinas dalam daerah 
2 1 3 2 4 2 Perialanan Dinas luar daerah 

2 1 4 Operasional RT/RW 
2 1 4 2 Belania Barang dan Jasa 
2 1 4 2 1 ATK 
2 1 4 2 2 Penggandaan 
2 1 4 2 3 Konsumsi Rapat 

2 1 5 Operasional KPMD 
2 1 5 1 Bantuan transportasi KPMD 

2 1 6 Penyelenggaraan Kegiatan dan 
Evaluasi Perkembangan 
Pemerintahan Desa 

2 1 6 1 Penyelenggaraan Evaluasi 
Perkembanan Pemerintahan Desa 

2 1 6 1 1 Penyusunan Laporan Realisasi 
Pelaksanaan APBDesa 

2 1 6 1 1 2 Belania Barang dan Jasa 
- ...... 

2 1 6 1 1 3 Belania Modal 

2 1 6 1 2 Penyusunan Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa Akhir Tahun Anggaran 

2 1 6 1 2 2 Belania Barang Dan Jasa 
- ..... 

2 1 6 1 3 3 Belania Modal 

2 1 6 1 3 Penyusunan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir 
Tahun Anggaran 

2 1 6 1 3 2 Belania Barang Dan Jasa 
- ..... 

2 1 6 1 3 3 Belania Modal 

2 1 6 1 4 Penyusunan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Akhir Masa 
Jabatan 

2 1 6 1 4 2 Belania Barana Dan Jasa 
- ..... 

2 1 6 1 4 3 Belania Modal 

2 1 6 2 Penataan Batas Desa dan Dusun 
2 1 6 2 2 Belania Barang Dan Jasa 



- ..... 
2 1 6 2 3 Belania Modal 

2 1 6 3 Pendataan Desa/Profil Desa 
2 1 6 3 2 Belania Barang Dan Jasa 

- ..... 
2 1 6 3 3 Belania Modal 

2 1 6 4 Musvawarah Desa 
2 1 6 4 2 Belania Baranga Dan Jasa 

- ..... 
2 1 6 4 3 Belania Modal 

- .... 
2 1 6 5 Penvusunan Tata Ruang Desa 
2 1 6 5 2 Belania Barana Dan Jasa 

- ..... 
2 1 6 5 3 Belania Modal 

- ..... 

2 1 6 6 PenyusunanRencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) Desa 

2 1 6 6 2 Belania Barang Dan Jasa 
- ... 

2 1 6 2 3 Belania Modal 
- ..... 

2 1 6 7 Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP Desa 

2 1 6 7 2 Belania Barang Dan Jasa 
- ..... 

2 1 6 7 3 Belania Modal 
- ..... 

2 1 6 8 Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belania Desa (APBDesa) 

2 1 6 8 2 Belania Barang Dan Jasa 
- ..... 

2 1 6 8 3 Belania Modal 
- ..... 

2 1 6 9 Penyusunan Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDesa) 

2 1 6 9 2 Belania Barang Dan Jasa 
- ..... 

2 1 6 9 3 Belania Modal 
- .. 

2 1 6 10 Pemilihan dan pergantian Kepala 
Desa 

2 1 6 10 1 Pemilihan Keoala Desa serentak 
2 1 10 1 2 Belania Baranga Dan Jasa 

- .... 
2 l 6 IO 1 3 Belania Modal 



- ..... 

2 l 6 10 2 Pergantian antar Waktu (PAW) 
2 1 10 1 2 Belania Barang dan Jasa 

- ..... 
2 2 BIDANG PELAKSANAAN 

PEMBANGUNAN DESA 
2 2 1 Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan 

Dasar 
2 2 1 1 Pembagunan, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana dan 
prasarana kesehatan Desa 

2 2 1 1 1 Pembangunan dan Pemeliharaan 
Poskesdes / Polindes 

2 2 1 1 1 2 Belania Barang dan Jasa 
- ..... 

2 2 1 1 1 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 1 2 Pengadaan alat penunjang 
kesehatan untuk Poskesdes 
/Polindes 

2 2 1 1 2 2 Belania Barang Dan Jasa 
- ..... 

2 2 1 1 2 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 1 3 Pembangunan/ penambahan ruang 
rawat inap Poskesdes 

2 2 1 1 3 2 Belania Barang Dan Jasa 
- ..... 

2 2 1 1 3 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 1 4 Pengadaan peralatan kesehatan 
emergency Poskesdes 

2 2 1 1 4 2 Belania Barang Dan Jasa 
- ..... 

2 2 1 1 4 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 1 5 Pengadaan alat peraga kesehatan 
Posvandu. 

2 2 1 1 5 2 Belania Barang Dan Jasa 
- ..... 

2 2 1 1 5 3 Belanja Modal 
- ..... 

2 2 1 1 6 Pengadaan peralatan kesehatan 
Dasar untuk Posvandu. 

2 2 1 1 6 2 Belanja Barang Dan Jasa 
- ..... 

2 2 1 1 6 3 Belanja Modal 
- ..... 



2 2 1 1 7 Rehabilitasi dan penambahan 
iamban publik (fasilitas MCK 

2 2 1 1 7 2 Belania Barang Dan Jasa 
- ..... 

2 2 1 1 7 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 2 Pembanguunan, pengembangan 
dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana pendidikan, sosial 
dan kebudaaan. 

2 2 1 2 1 Pembangunan Gedung PAUD Desa 
2 2 1 2 1 2 Belania Barang Dan Jasa 

- ..... 
2 2 1 2 1 3 Belania Modal 

- ..... 
2 2 1 2 2 Pembangunan gedung/taman 

seni/sanggar seni/musium desa/ 
Rumah Adat Desa 

2 2 1 2 2 2 Belania Barang Dan Jasa 
- ..... 

2 2 1 2 2 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 2 3 Pengadaan alat musik tradisional 
desa 

2 2 1 2 3 2 Belania Barang Dan Jasa 
- ..... 

2 2 1 2 3 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 2 4 Pengadaan baju tradisional untuk 
acara adat desa 

2 2 I 2 4 2 Belania Barang Dan Jasa 
- ..... 

2 2 1 2 4 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 2 5 Pengadaan buku-buku bacaan 
untuk perpustakaan desa 

2 2 1 2 5 2 Belania Barang Dan Jasa 
- ..... 

2 2 1 2 5 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 2 6 Rehab/ renovasi bangunan cagar 
budaya yang telah diserahkan 
pengelolaannva kepada desa 

2 2 1 2 6 2 Belania Barang Dan Jasa 
- ..... 

2 2 1 2 6 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 2 Keciatan Pemban n Sarana 



dan Prasarana Desa 
2 2 2 1 Pembangunan, pengembangan 

dan pemeliharaan infrastruktur 
/sarana prasarana fisik untuk 
penahidpan dan pemukiman 

2 2 2 1 1 Pembangunan Rabat 
Beton/Pengerasan ialan desa 

2 2 2 1 1 2 Belania Barang dan iasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 1 1 3 Belanja Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 1 2 Pembangunan jembatan, gorong- 
gorong dan drainase skala desa 

2 2 2 I 2 2 Belanja Barang dan jasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 1 2 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 1 3 Pembangunan tambatan perahu skala 
desa/steher 

2 2 2 1 3 2 Belanja Barang dan jasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 1 3 3 Belanja Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 I 4 Pembangunan Pemeliharaan 
saluran irigasi tersier 

2 2 2 1 4 2 Belania Barang dan iasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 1 4 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 1 5 Pembangunan pusat pembibitan 
desa 

2 2 2 I 5 2 Belanja Barang dan jasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 
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2 2 2 2 3 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 3 Pembangunan dan pengembangan 
sarana prasarans energl 
terbarukan serta kegiatan 
pelestarian lingkunan hidup 

2 2 2 3 1 Pembangunan sumur resapan 
2 2 2 3 1 2 Belania Barang dan iasa 

- Uoah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 3 1 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 3 2 Pengadaan sarana dan prasarana 
daur ulang sampah Desa 

2 2 2 3 2 2 Belania Barang dan iasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 3 2 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 3 3 Membangun rintisan Pembangkit 
Listrik Desa Tenaga Mikro Hidro 
(PLTMH) atau Pembangkit Listrik 
Desa Tenaga Surya (PLTS) 

2 2 2 3 3 2 Belania Barang dan iasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 3 3 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 4 Program kegiatan lainnya yang 
sesuuai dengan kondisi desa dan 
telah diputuskan dalam 
Musawarah Desa 

2 2 2 4 1 Pembangunan Kantor Desa 
2 2 2 4 1 2 Belania Barang dan iasa 

- Uoah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 4 1 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 



- dst ............ 

2 2 2 4 2 Pembangunan Balai Desa 
2 2 2 4 2 2 Belanja Barang dan jasa 

- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 4 2 3 Belanja Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 4 3 Belanja Tanah Desa 
2 2 2 4 3 2 Belania Barang dan iasa 
2 2 2 4 3 3 Belania Modal 

2 3 BIDANG PEMBINAAN 
KEMASYARAKATAN 

2 3 1 Peningkatan investasi ekonomi 
desa melali pengadaan, 
pengembangan atau bantan 
alat-alat produksi, pemodalan 
dan peningkatan kapasitas 
melalui pelatthan dan 
pemaaanaan 

2 3 1 1 Pelatihan benih ikan air tawar 
2 3 1 1 2 Belanja Barang dan Jasa 

- Honor Pelatih/Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 1 2 Pelatihan kuliner dan 
pengembangan makanan lokal 
sebagai komoditas strategi ekonomi- 
wisata 

2 3 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa: 
- Honor Pelatih/Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 1 3 Pelatihan membuat kerajinan 
tangan dari bambu, kayu, limbah 
dll 

2 3 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa: 
- Honor Pelatih/Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 1 4 Pelatihan tentang hak-hak 
perburuhan, yang merupakan 
keriasama desa dengan perusahan 

2 3 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa: 
- Honor Pelatih/Narasumber 



-Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
-dst ..................... 

2 3 1 5 Bantuan alat pengolahan produk 
unggulan desa (spiner, mesin 
pembuat pakan ternak, mesih 
pencacah pakan ternak dill 

2 3 1 5 3 Belania Modal 

2 3 2 Dukungan kegiatan ekonomi 
balk gang dikembangkan oleh 
BUMDesa, BUM antar Desa 
mapun oleh kelompok dan 
lembaga ekonomi masgarakat 
desa lainnua. 

2 3 2 1 Pelatihan kewirausahaan desa 
untuk pemuda desa 

2 3 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa: 
- Honor Pelatih/Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 2 2 Workshop perencanaan bisnis 
(bussines plan) Desa 

2 3 2 2 2 Belania Barang dan Jasa: 
- Honor Pelatih/Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 2 3 Pelatihan manajeman 
Usaha BUMDesa dan usaha 
ekonomi rumahan 

2 3 2 3 2 Belania Barang dan Jasa: 
- Honor Pelatih/Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 2 4 Investasi usaha ekonomi melalui 
keriasama BUMDesa 

2 3 2 4 2 Belania Barang dan Jasa: 
- Honor Pelatih/Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 3 Bantuan Peningkatan Kapasitas 
untuuk program kegiatan 
ketahanan panaan desa 

2 3 3 1 Musyawarah Desa untuk 
memfungsikan kembali tradisi 
umbung desa 

2 3 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa: 



- Honor Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan Musvawarah 
- dst ..................... 

2 3 3 2 Pelatihan pengolahan dan 
nemasaran hasil pertanian 

2 3 3 2 2 Belania Barang dan Jasa: 
- Honor Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan nelatihan 
-dst ..................... 

2 3 3 3 Pelatihan pemanfaatan tanaman 
lokal Desa 

2 3 3 3 2 Belania Barang dan Jasa: 
- Honor Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan nelatihan 
-dst ..................... 

2 3 3 4 Pelatihan Kelompok Tani 
2 3 3 4 2 Belania Barang dan Jasa: 

- Honor Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
-dst ..................... 

2 3 4 Pengorganisasian masgarakat, 
fasilitasi, bantuan hkm 
masgarakat dan pelatihan 
paraleaal desa 

2 3 4 1 Pelatihan paralegal Desa (Advokasi 
Desal 

2 3 4 1 2 Belania Barang dan Jasa: 
- Honor Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
-dst ..................... 

2 3 4 2 Pelatihan penyelesaian sangketa 
aset di desa untuk warga desa 

2 3 4 2 2 Belania Barang dan Jasa: 
- Honor Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan nelatihan 
-dst ..................... 

2 3 4 3 Pelatihan penyelesaian sangketa 
tanah dan kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT] 

2 3 4 3 2 Belania Barang dan Jasa: 
- Honor Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan belatihan 



- dst ..................... 

2 3 4 4 Pembentukan dan Pelatihan Kader 
Pemberdayaan Masyarkat Desa 
(KPMD) 

2 3 4 4 2 Belania Barang dan Jasa: 
- Honor Narasumber 
-HonorKPMD 
- Konsumsi 
- Bahan oelatihan 
- dst ..................... 

2 3 4 5 Pengembangan kapasitas Ruang 
Belajar Masyarakat di Desa 
(Community Centre] 

2 3 4 5 2 Belania Barang dan Jasa: 
- Honor Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan nelatihan 
- dst ..................... 

2 3 4 6 Pelatihan Kader PKK Desa 
2 3 4 6 2 Belania Barang dan Jasa: 

- Honor Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan nelatihan 
- dst ..................... 

2 3 4 7 Fasilitasi kegiatan Peningkatan 
Peranan Wanita Menuju Keluarga 
Seiahtera (P2WKSS) 

2 3 4 7 2 Belania Barang dan Jasa: 
- Honor Narasumber 
- Konsumsi 
- Belania Bibit Ikan 
- Belanja Bibit tanaman 

Holtikultura 
- dst ..................... 

2 3 4 8 Fasilitasi kegiatan Lomba Desa 
2 3 4 8 2 Belania Barang dan Jasa: 

- Konsumsi 
- Bahan nelatihan 
- dst ..................... 

2 3 4 8 Fasilitasi Kegiatan bulan bhakti 
gotong rovong masvarakat (BBGRM) 

2 3 4 8 2 Belania Barang dan Jasa: 
- Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 5 Promosi dan edukasi kesehatan 
masarakat serta gerakan hidup 
bersth dan sehat 



2 3 5 1 Pelatihan kader PHBS 
2 3 5 1 2 Belania Barang dan Jasa: 

- Honor Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 5 2 Pelatihan Kader Posvandu 
2 3 5 2 2 Belania Barang dan Jasa: 

- Honor Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan nelatihan 
- dst ..................... 

2 3 5 3 Sosialisasi penyakit ISPA, DBD dan 
asuransi kesehatan BPJS kepada 
masvarakat Desa 

2 3 5 3 2 Belania Barang dan Jasa: 
- Honor tenaga ahli/Narasumber 
- Konsumsi 
- Belania sosialisasi 
- dst ..................... 

2 3 6 Dukungan terhadap kegiatan 
Dengelolaan daerah wisata 

2 3 6 1 Promosi objek wisata melalui media 
cetak atau elektronik 

2 3 6 1 2 Belania Baran dan Jasa: 
- Honor tim promosi 
- Konsumsi 
- Bahan nromosi 
- dst ..................... 

2 3 6 2 Bazar produk kerajinan/produk 
industri rumah tangga 

2 3 6 2 2 Belania Barang dan Jasa: 
- Honor tim Bazar 
- Konsumsi 
- Bahan bazar 
- dst ..................... 

2 3 7 Peningkatan kapasitas kelompok 
masgarakat untuuk energl 
terbarukan dan pelestarian 
linakunaan hidup 

2 3 7 1 Pelatihan pemanfaatan limbah 
organik rumah tangga dan 
perkebunan 

2 3 7 1 2 Belania Barang dan Jasa: 
- Honor Narasumbr 
- Konsumsi 
- Bahan nelatihan 
- dst ..................... : 



2 3 7 2 Percontohan/instalasi dan pusat 
belaiar teknologi tepat guna (TTG) 

2 3 7 2 2 Belania Barang dan Jasa: 
- Honor narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan Belajar/ Percontohan 
- dst ..................... 

2 3 7 3 Pelatihan pengelolaan tanaman 
sekitar hutan untuk konservasi dan 
tambahan pendapatan desa 

2 3 7 3 2 Belania Barang dan Jasa: 
- Honor Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA 

2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, 
Perangkat Desa dan BPD 

2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa: 
- Honor Pelatih/Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 4 2 Pelatihan Trantibmas desa (hansip) 
2 4 2 2 Belania Barang dan Jasa: 

- Honor Pelatih/Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan oelatihan 
- dst ..................... 

2 4 3 Kegiatan Pelatihan TTG 
2 4 3 2 Belanja Barang dan Jasa: 

- Honor Pelatih/Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 4 4 Kegiatan Pelatihan Pengerajin 
2 4 4 2 Belanja Barang dan Jasa: 

- Honor Pelatih/Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
-dst ..................... 

2 4 5 Kegiatan Pel~tihan Olah Raga 
2 4 5 2 Belanja Barang dan Jasa: 

- Honor Pelatih/Narasumber 
-Konsumsi 



- Bahan pelatihan 
-dst ..................... 

2 5 BIDANG TAK TERDUGA 
2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 
2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa: 

- Honor tim 
-Konsumsi 
- Obat-obatan 
- dst ........................ 

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS/ DEFISIT 

3 PEMBIAYAAN 
3 1 Penerimaan Pembiayaan 
3 1 1 SILPA 
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang di 

pisahkan 
JUMLAH (RP) 

3 2 Pengeluaran Pembiayaan 
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 
3 2 2 Penvertaan Modal Desa 

JUMLAH (RP) 

Tanggal, . 

KEPALA DESA . 

Tanda tangan 

(NAMA) 

BUPATI LANDAK, 

� 
ADRIANUS ASIA SIDOT 



C. FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDESA 

KEPALA DESA ..... (Nama Desa) 
KABUPATEN LANDAK 

PERATURAN DESA . 

NOMOR TAHUN . 

TENTANG 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN .. 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA , 

Menimbang 

Mengingat 

. Menetapkan 

a. bahwa ; 
b. bahwa ; 
c. Dst . 
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang 

Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3970); 

2. Dst......... 

Dengan Persetujuan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA . 

Dan 
KEPALA DESA............... 

MEMUTUSKAN : 

RANCANGAN PERATURAN DESA.......... TENTANG PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 
ANGGARAN ...... 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

a. Pemerintah ..... 
b. Bupati ...... 
c. Dst .... 



BABU 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran setelah perubahan, 
dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Desa 
a. semula 
b. Bertambah/berkurang 

Rp . 
Rp . 

Jumlah pendapatan desa setelah perubahan 

2. Belanja Desa 
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

1) Semula 
2) Bertambah/ berkurang 

Jumlah bidang penyelenggaran 
pemerintahan setelah perubahan 

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 
1) Semula 
2) Bertambah/ berkurang 

Jumlah bidang Pembangunan Desa 
setelah perubahan 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
1) Semula 
2) Bertambah/ berkurang 

Jumlah bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
setelah peru bahan 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
1) Semula 
2) Bertambah/ berkurang 

Jumlah bidang Pemberdayaan Masyarakat 
setelah peru bahan 

e. Bidang Tidak Terduga 
1) Semula 
2) Bertambah/ berkurang 

Jumlah bidang Tidak Terduga 
setelah peru bahan 

Jurlah Belanja Desa 
1) Semula 
2) Bertambah/ berkurang 

Jumlah Belanja Desa 
setelah perubahan 

Surplus/Defisit 
1) Semula 
2) Bertambah/ berkurang 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 



Jumlah Surplus/Defisit 
setelah perubahan 

3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan 

1) Semula 
2) Bertambah/ berkurang 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 
setelah perubahan 

,+ 

b. Pengeluaran Pembiayaan 
1) Semula 
2) Bertambah/ berkurang 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 
setelah peru bahan 

Jumlah Pembiayaan setelah perubahan 
Selisih Pembiayaan setelah perubahan ( a-b ) 

BAB III 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 3 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 
Rp . 

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini 
berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

Pasal 5 

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala 
Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. 

Pasal 6 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa. 

Ditetapkan di Desa . 
pada tanggal 20 . 

KEPALA DESA , 

Cap/Ttd 

(NAMA) 



· Diundangkan di Desa . 
Pada tanggal . 
Sekretaris Desa .. 

Tanda Tangan 
(NAMA) 

LEMBARAN DESA......... TAHUN ....... NOMOR ....... 



• 

D. FORMAT LAMPIRAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDESA 

LAMPIRAN 
PERATURAN DESA 
NOMOR TAHUN . 
TENTANG 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DESA 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAH DESA . 

TAHUN ANGGARAN . 

ANGGARAN 
KODE REKENING URALAN [Ro.) BERTAMAH/ PERSEN 

SEBELUM SETELAH BERKURANG TASE (% 
PERUBAHAN PERDBAHAN 

1 2 3 4 5 6 

1 PENDAPATAN DESA 
1 1 Pendapatan Asli Desa 
1 1 1 Hasil Usaha 
1 1 1 1 Hasil Laba BUMDesa 

1 1 2 Hasil Aset Desa 
1 1 2 1 Tanah Kas Desa 
1 1 2 2 PasarDesa 
1 1 2 3 PasarHewan 

1 1 2 4 Bangunan Desa 
1 1 2 4 1 Kios Desa 
1 1 2 4 2 Gedung Pertemuan 

Desa 
1 1 2 4 3 Bangunan Desa lainnva 

1 1 2 5 Hutan Milik Desa 
1 1 2 6 Mata Air Milik desa 
1 1 2 7 Obvek Rekreasi Desa 
1 1 2 8 Lapangan Desa 
1 1 2 9 Aset Desa lainnva 
1 1 3 Swadaga, Partisipasi 

dan Gotong-Roong 
1 1 3 1 Swadava dan Partisipasi 
1 1 3 2 Gotong-Rovong 

1 1 4 Lain-Lain Pendapatan 
Desa 

1 1 4 1 Pungutan Desa 
1 1 4 2 Bunga Simpanan Uang 

di Bank 

1 2 Pendapatan Transfer 
1 2 1 DanaDesa 
1 2 2 Bagian dari Hasil Pajak 

Daerah dan Retribusi 
Daerah 

1 2 3 Alokasi Dana Desa 



1 2 4 Bantuan Keuangan dari 
APBD Provinsi 

1 2 5 Bantuan Keuangan dari 
APBD Kabupaten 

1 3 Pendapatan Lain-lain 
1 3 1 Hibah dan Sumbangan 

dari pihak ketiga 
vangtidak mensikat 

1 3 2 Lain-lain Pendapatan 
Desa vang sah 

1 3 2 1 Hasil kerjasama dengan 
pihak ketiga 

1 3 2 2 Bantuan perusahaan 
vang berlokasi di Desa 

JUMLAH PENDAPATAN 

2 BELANJA DESA 
2 1 BIDANG 

PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DESA 

2 1 1 Penghasilan Tetap 
dan Tunianaan 

2 1 1 1 Belania Pegawai 
2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap 

Kepala Desa dan 
Perankat 

2 1 1 1 1 1 Penghasilan Tetap 
Kepala Desa 

2 1 1 1 1 2 Penghasilan Tetap 
Perangkat Desa 

2 1 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa 
dan Perangkat Desa 

2 1 1 1 2 1 Tuniangan Kepala Desa 
2 1 1 1 2 2 Tunjangan Perangkat 

Desa 

2 1 1 1 3 Pembayaran Tunjangan 
BPD 

2 1 1 1 3 1 Tuniangan Ketua BPD 
2 1 1 1 3 2 Tunjangan Wakil Ketua 

BPD 
2 1 1 1 3 3 Tunjangan Sekretaris 

BPD 
2 1 1 1 3 4 Tuniangan Anggota BPD 

2 1 1 1 4 Tuniangan Timanggong 

2 1 1 1 5 Tunjangan akhir masa 
Jabatan Kepala Desa 
dan Perangkat Desa 

2 1 1 1 5 1 Tunjangan akhir masa 
Jabatan Kepala Desa 

2 1 1 1 5 2 Tunjangan akhir masa 
Jabatan Peranakat 



Desa 

2 1 1 1 6 Tunjangan akhir masa 
Jabatan BPD 

2 1 2 Operasional 
Perkantoran 

2 1 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa 

2 1 2 2 1 Belania alat tulis kantor 
2 1 2 2 1 1 Belanja perlengkapan 

kantor 
2 1 2 2 1 2 Belanja peralatan 

kantor 

2 1 2 2 2 Belania Jasa Kantor 
2 1 2 2 2 1 Belanja telepon 
2 1 2 2 2 2 Belania air 
2 1 2 2 2 3 Belania listrik 
2 1 2 2 2 4 Belanja Surat 

kabar /maialah 
2 1 2 2 2 5 Belania Perangko 
2 1 2 2 2 6 Belania alat kebersihan 
2 1 2 2 2 7 Belanja langganan 

internet 
2 1 2 2 2 8 Belania lain-lain 

2 1 2 2 3 Belanja Pemeliharaan 
2 1 2 2 3 1 Belanja pemeliharaan 

bangunan dan atau 
gedung kantor 

2 1 2 2 3 2 Belanja pemeliharaan 
peralatan kantor 

2 1 2 2 3 3 Belanja pemeliharaan 
perlengkapan kantor 

2 1 2 2 3 4 Belanja pemeliharaan 
komputer 

2 1 2 2 3 5 Belanja pemeliharaan 
kendaraan dinas 

2 1 2 2 4 Belanja Cetak dan 
Penggandaan 

2 1 2 2 4 1 Belanja penggandaan 
2 1 2 2 4 2 Belania cetak dan iilid 

2 1 2 2 5 Belanja sewa 
perlengkapan dan 
peralatan kantor 

2 1 2 2 5 1 Belanja sewa meja dan 
kursi 

2 1 2 2 5 2 Belania sewa tenda 
2 1 2 2 5 3 Belanja sewa sound 

svstem 

2 1 2 2 6 Belanja Makanan dan 
minuman 

2 1 2 2 6 1 Belanja makanan dan 



minuman harian 
2 1 2 2 6 2 Belanja makanan dan 

minuman rapat Desa 
2 1 2 2 6 3 Belanja makanan dan 

minuman Tamu 

2 1 2 2 7 Belania pakaian dinas 
2 1 2 2 7 1 Belanja pakaian dinas 

Kepala Desa 
2 1 2 2 7 2 Belanja pakaian dinas 

perangkat Desa 
2 1 2 2 7 3 Belanja pakaian dinas 

BPD 

2 1 2 2 8 Belanja perjalanan 
dinas 

2 1 2 2 8 1 Perjalanan dinas dalam 
daerah 

2 1 2 2 8 2 Perjalanan dinas luar 
daerah 

2 1 2 2 9 Belanja bahan bakar 
minvak (BBM) 

2 1 2 2 10 Upah tenaga keria 
2 1 2 2 11 Honorarium 

narasumber/ ahli 

2 1 2 3 Belania Modal 
2 1 2 3 1 Belanja modal sarana 

prasarana perkantoran 
Belanja 
printer/ komputer 
Belania meia kursi 
Belania lemari 
Belania filling cabinet 
Belania rak arsip 
Dst ........ 

2 1 2 3 2 Belanja modal gedung 
kantor 

2 1 2 3 3 Belanja kendaraan 
dinas 

2 1 3 Operasional BPD 
2 1 3 2 Belanja Barang dan 

Jasa 
2 1 3 2 1 ATK 
2 1 3 2 2 Penggandaan 
2 1 3 2 3 Konsumsi Rapat 
2 1 3 2 4 Belanja perjalanan 

dinas 
2 1 3 2 4 1 Perjalanan dinas dalam 

daerah 
2 1 3 2 4 2 Perjalanan dinas luar 

daerah 



2 1 4 Operasional RT/RW 
2 1 4 2 Belanja Barang dan 

Jasa 
2 1 4 2 1 ATK 
2 1 4 2 2 Penggandaan 
2 1 4 2 3 Konsumsi Rapat 

2 1 5 Operasional KPMD 
2 1 5 1 bantuan transportasi 

KPMD 

2 1 6 Penyelenggaraan 
Kegiatan 
clan Evaluasi 
Perkembangan 
Pemerintahan Desa 

2 1 6 1 Penyelenggaraan 
Evaluasi Perkembangan 
Pemerintahan Desa 

2 1 6 1 1 Penyusunan Laporan 
Realisasi Pelaksanaan 
APBDesa 

2 1 6 1 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa 
- ...... 

2 1 6 1 1 3 Belania Modal 

2 1 6 1 2 Penyusunan Laporan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 
Akhir Tahun Anggaran 

2 1 6 1 2 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 1 3 3 Belania Modal 

2 1 6 1 3 Penyusunan Laporan 
Keterangan 
Pertanggungjawaban 
(LKPJ) Akhir Tahun 
Anggaran 

2 1 6 1 3 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 1 3 3 Belania Modal 

2 1 6 1 4 Penyusunan Laporan 
Keterangan 
Pertanggungjawaban 
Akhir Masa Jabatan 

2 1 6 1 4 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 1 4 3 Belania Modal 

2 1 6 2 Penataan Batas Desa 



dan Dusun 
2 1 6 2 2 Belanja Barang Dan 

Jasa 
- ..... 

2 1 6 2 3 Belania Modal 

2 1 6 3 Pendataan Desa/Profil 
Desa 

2 1 6 3 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 3 3 Belanja Modal 

2 1 6 4 Musyawarah Desa 
2 1 6 4 2 Belanja Barang Dan 

Jasa 
- ..... 

2 1 6 4 3 Belania Modal 
- ..... 

2 1 6 5 Penyusunan Tata 
Ruang Desa 

2 1 6 5 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 5 3 Belania Modal 
- ..... 

2 1 6 6 Penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) Desa 

2 1 6 6 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 2 3 Belania Modal 
- ..... 

2 1 6 7 Penyusunan Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP) 
Desa 

2 1 6 7 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 7 3 Belania Modal 
- ..... 

2 1 6 8 Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDesa) 

2 1 6 8 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 8 3 Belania Modal 
- ..... 

2 1 6 9 Penyusunan Perubahan 
Anggaran Pendapatan 



dan Belanja Desa 
(APBDesa) 

2 1 6 9 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 9 3 Belania Modal 
- ..... 

2 1 6 10 Pemilihan clan 
pergantian Kepala Desa 

2 1 6 10 1 Pemilihan Kepala Desa i 

serentak 
2 1 10 1 2 Belanja Barang Dan 

Jasa 
- ..... 

2 1 6 10 1 3 Belania Modal 
- ..... 

2 1 6 10 2 Pergantian antar Waktu 
(PAW) 

2 1 10 1 2 Belanja Barang clan 
Jasa 
- ..... 

2 2 BIDANG 
PELAKSANAAN 
PEMBANGUNAN DESA 

2 2 1 Kegiatan Pemenuhan 
Kebutuhan Dasar 

2 2 l l Pembagunan, 
pengembangan dan 
pemeliharaan sarana 
dan prasarana 
kesehatan Desa 

2 2 1 1 1 Pembangunan dan 
Pemeliharaan 
Poskesdes/Polindes 

2 2 1 1 1 2 1 Belanja Barang dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 1 1 3 Belanja Modal 
- ..... 

2 2 1 1 2 Pengadaan alat 
penunjang kesehatan 
untuk Poskesdes 
/Polindes 

2 2 1 1 2 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 1 2 3 Belanja Modal 
- ..... 

2 2 1 1 3 Pembangunan/ penamb 
ahan ruang rawat inap 
Poskesdes 

2 2 1 1 3 2 Belanja Barang Dan 



Jasa 
- ..­ 

2 2 1 1 3 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 1 4 Pengadaan peralatan 
kesehatan emergency 
Poskesdes 

2 2 1 1 4 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
­ ..... 

2 2 1 1 4 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 1 5 Pengadaan alat peraga 
kesehatan Posvandu. 

2 2 1 1 5 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
­ ..... 

2 2 1 1 5 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 1 6 Pengadaan peralatan 
kesehatan Dasar untuk 
Posvandu. 

2 2 1 1 6 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 1 6 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 1 7 Rehabilitasi dan 
penambahan jamban 
publik (fasilitas MCK) 

2 2 1 1 7 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 1 7 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 2 Pembangunan, 
pengembangan dan 
pemeliharaan sarana 
dan prasarana 
pendidikan, sosial 
dan kebdauaan 

2 2 1 2 1 Pembangunan Gedung 
PAUDDesa 

2 2 1 2 1 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 2 1 3 Belania Modal 
­ ..... 

2 2 1 2 2 Pembangunan 
gedung/taman 
seni/sanggar 



seni/musium desa/ 
Rumah Adat Desa 

2 2 l 2 2 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 2 2 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 2 3 Pengadaan alat musik 
tradisional desa 

2 2 1 2 3 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 2 3 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 2 4 Pengadaan baju 
tradisional untuk acara 
adat desa 

2 2 1 2 4 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ... 

2 2 1 2 4 3 Belanja Modal 
- ..... 

2 2 1 2 5 Pengadaan buku-buku 
bacaan untuk 
perpustakaan desa 

2 2 1 2 5 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 2 5 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 2 6 Rehab/ renovasi 
bangunan cagar budaya 
yang telah diserahkan 
pengelolaannya kepada 
desa 

2 2 1 2 6 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 2 6 3 Belanija Modal 
- ..... 

2 2 2 Kegiatan 
Pembangunan Sarana 
dan Prasarana Desa 

2 2 2 1 Pembangunan, 
pengembangan dan 
pemeliharaan 
infrastrktur /sarana 
prasarana fisik untuuk 
penghidupan dan 
pemukiman 

2 2 2 1 1 Pembangunan Rabat 
Beton/Pengerasan ialan 



desa 
2 2 2 1 1 2 Belanja Barang dan jasa 

- Uoah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 1 1 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 1 2 Pembangunan 
jembatan, gorong- 
gorong dan drainase 
skaladesa 

2 2 2 1 2 2 Belania Barang dan jasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 1 2 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 1 3 Pembangunan tambatan 
perahu skala desa/steher 

2 2 2 1 3 2 Belania Barans dan iasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 1 3 3 Belanja Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 1 4 Pembangunan 
Pemeliharaan saluran 
irigasi tersier 

2 2 2 1 4 2 Belania Barang dan jasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 1 4 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 1 5 Pembangunan pusat 
pembibitan desa 

2 2 2 1 5 2 Belania Barang dan iasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 1 5 3 Belania Modal 



2 2 2 1 6 Pembangunan/ 
pengadaan tandon/ bak 
penampung air bersih 
atau dari sumber mata 
air 

2 2 2 1 6 2 Belania Barang dan iasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 1 6 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 1 7 Pemeliharaan saluran 
air bersih dari sumber 
mata air ke rumah 
penduduk 

2 2 2 1 7 2 Belania Barana dan iasa 
- Uoah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 1 7 3 Belania Modal 

2 2 2 2 Pengembangan usaha 
ekonomt masarakat 
meliputi 
pembangunan dan 
pemeliharaan sarana 
dan parasana 
produksi dan 
distribsi 

2 2 2 2 1 Pembangunan/Rehab 
pasar Desa 

2 2 2 2 1 2 Belania Barang dan jasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 2 1 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst. ........... 

2 2 2 2 2 Pembangunan rintisan 
layanan pusat 
penggilingan 
padi/iagung 

2 2 2 2 2 2 Belania Barang dan iasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 2 2 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst. ........... 



2 2 2 2 3 Pengadaan 
kompos/pupuk 
kandang di desa 

2 2 2 2 3 2 Belania Barang dan iasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 2 3 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 3 Pembangunan dan 
pengembangan sarana 
prasarana energi 
terbarukan serta 
kegiatan pelestarian 
lingkungan hidup 

2 2 2 3 1 Pembangunan sumur 
resapan 

2 2 2 3 1 2 Belania Barang dan iasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 3 1 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 3 2 Pengadaan sarana dan 
prasarana daur ulang 
sampah Desa 

2 2 2 3 2 2 Belania Barang dan iasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 3 2 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 3 3 Membangun rintisan 
Pembangkit Listrik Desa 
Tenaga Mikro Hidro 
(PLTMH) atau 
Pembangkit Listrik Desa 
Tenaga Surva (PLTS) 

2 2 2 3 3 2 Belania Barang dan iasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 3 3 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
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2 3 1 2 Pelatihan kuliner dan 
pengembangan 
makanan lokal sebagai 
komoditas strategi 
ekonomi-wisata 

2 3 1 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor 

Pelatih / Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 1 3 Pelatihan membuat 
kerajinan tangan dari 
bambu, kavu, limbah dll 

2 3 1 3 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
-Honor 

Pelatih /Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 1 4 Pelatihan tentang hak- 
hak perburuhan, yang 
merupakan kerjasama 
desa dengan perusahan 

2 3 1 4 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor 

Pelatih/Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 1 5 Bantuan alat 
pengolahan produk 
unggulan desa (spiner, 
mesin pembuat pakan 
ternak, mesih pencacah 
oakan ternak dll 

2 3 1 5 3 Belania Modal 

2 3 2 Dukungan kegiatan 
ekonomi baik gang 
dikembangkan oleh 
BUMDesa, BUM antar 
Desa mapuun oleh 
kelompok dan 
lembaga ekonomi 
masarakat desa 
lainnua. 

2 3 2 1 Pelatihan 
kewirausahaan desa 
untuk pemuda desa 



2 3 2 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
-Honor 

Pelatih/Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 2 2 Workshop perencanaan 
bisnis (bussines plan) 
Desa 

2 3 2 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor 

Pelatih/ Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 2 3 Pelatihan manajeman 
Usaha BUMDesa dan 
usaha ekonomi 
rumahan 

2 3 2 3 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
-Honor 

Pelatih /Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 2 4 Investasi usaha 
ekonomi melalui 
keriasama BUMDesa 

2 3 2 4 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
-Honor 

Pelatih/ N arasumber 
-Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 3 Bantuan Peningkatan 
Kapasitas untuk 
program kegiatan 
ketahanan pangan 
desa 

2 3 3 1 Musyawarah Desa 
untuk memfungsikan 
kembali tradisi lumbung 
desa 

2 3 3 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan Musvawarah 



- dst ..................... 

2 2 3 2 Pelatihan pengolahan 
dan pemasaran basil 
pertanian 

2 2 3 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan oelatihan 
-dst ..................... 

2 2 3 3 Pelatihan pemanfaatan 
tanaman lokal Desa 

2 2 3 3 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
-dst ..................... 

2 2 3 4 Pelatihan Kelompok 
Tani 

2 2 3 4 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan oelatihan 
-dst ..................... 

2 3 4 Pengorganisasian 
masgarakat, 
fasilitasi, bantan 
hkum masarakat 
dan pelatihan 
paralegal desa 

2 3 4 1 Pelatihan paralegal 
Desa (Advokasi Desa) 

2 3 4 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan oelatihan 
-dst ..................... 

2 3 4 2 Pelatihan penyelesaian 
sangketa aset di desa 
untuk warga desa 

2 3 4 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
-dst ..................... 

2 3 4 3 Pelatihan oenvelesaian 



sangketa tanah dan 
kekerasan dalam rumah 
tanga [KDRT) 

2 3 4 3 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 4 4 Pembentukan dan 
Pelatihan Kader 
Pemberdayaan 
Masvarkat Desa (KPMD) 

2 3 4 4 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
- Honor KPMD 
-Konsumsi 
- Bahan nelatihan 
- dst ..................... 

2 3 4 5 Pengembangan 
kapasitas Ruang Belajar 
Masyarakat di Desa 
(Community Centre) 

2 3 4 5 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan nelatihan 
- dst ..................... 

2 3 4 6 Pelatihan Kader PKK 
Desa 

2 3 4 6 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 4 7 Fasilitasi kegiatan 
Peningkatan Peranan 
Wanita Menuju 
Keluarga Sejahtera 
(P2WKSS) 

2 3 4 7 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
-Konsumsi 
- Belania Bibit Ikan 
- Belanja Bibit tanaman 

Holtikultura 
- dst ..................... 



I •' " 

2 3 4 8 Fasilitasi kegiatan 
LombaDesa 

2 3 4 8 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
-Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 4 8 Fasilitasi Kegiatan 
bulan bhakti gotong 
royong masyarakat 
(BBGRMI 

2 3 4 8 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
-Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 5 Promosi dan edukasi 
kesehatan 
masgarakat serta 
gerakan hiduup bersih 
dan sehat 

2 3 5 1 Pelatihan kader PHBS 
2 3 5 1 2 Belanja Barang dan 

Jasa: 
- Honor Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 5 2 Pelatihan Kader 
Posvandu 

2 3 5 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 5 3 Sosialisasi penyakit 
ISPA, DBD dan asuransi 
kesehatan BPJS kepada 
masvarakat Desa 

2 3 5 3 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor tenaga 
ahli/ Narasumber 

-Konsumsi 
- Belania sosialisasi 
- dst ..................... 

2 3 6 Dukuungan terhadap 
kegiatan pengelolaan 
daerah wisata 



+ 

2 3 6 1 Promosi objek wisata 
melalui media cetak 
atau elektronik 

2 3 6 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor tim promosi 
-Konsumsi 
- Bahan promosi 
- dst ..................... 

2 3 6 2 Bazar produk 
kerajinan/produk 
industri rumah tangga 

2 3 6 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor tim Bazar 
-Konsumsi 
- Bahan bazar 
-dst ..................... 

2 3 7 Peningkatan 
kapasitas kelompok 
masgarakat untuk 
energl terbarkan dar 
pelestarian 
linakuunaan hidup 

2 3 7 1 Pelatihan pemanfaatan 
limbah organik rumah 
tangga dan perkebunan 

2 3 7 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumbr 
- Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 7 2 Percontohan/ instalasi 
dan pusat belajar 
teknologi tepat guna 
(TTG 

2 3 7 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan 

Belaiar/ Percontohan 
- dst ..................... 

2 3 7 3 Pelatihan pengelolaan 
tanaman sekitar hutan 
untuk konservasi dan 
tambahan pendapatan 
desa 

2 3 7 3 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 



- Honor Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 4 BIDANG 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 

2 4 1 Kegiatan Pelatihan 
Kepala Desa, Perangkat 
Desadan BPD 

2 4 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 

- Honor 
Pelatih/Narasumber 

- Konsumsi 
- Bahan nelatihan 
- dst ..................... 

2 4 2 Pelatihan Trantibmas 
desa (hansipl 

2 4 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor 

Pelatih / Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan nelatihan 
- dst ..................... 

2 4 3 Kegiatan Pelatihan TTG 
2 4 3 2 Belanja Barang dan Jasa: 

- Honor 
Pelatih / Narasumber 

- Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 4 4 Kegiatan Pelatihan 
Pengerajin 

2 4 4 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor 

Pelatih/Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 4 5 Kegiatan Pelatihan Olah 
Raga 

2 4 5 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor 



Pelatih/ Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
-dst ..................... 

2 5 BIDANG TAK 
TERDUGA 

2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar 
Biasa 

2 5 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor tim 
- Konsumsi 
- Obat-obatan 
- dst ........................ 

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS/ DEFISIT 

3 PEMBIAYAAN 
3 1 Penerimaan 

Pembiavaan 
3 1 1 SILPA 
3 1 2 Pencairan Dana 

Cadangan 
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa 

Yang di pisahkan 
JUMLAH (RP) 

3 2 Pengeluaran 
Pembiavaan 

3 2 1 Pembentukan Dana 
Cadangan 

3 2 2 Penvertaan Modal Desa 
JUMLAH IRPl 

Tanggal, . 
KEPALA DESA . 

Tanda tangan 

(NAMA) 

BUPATI LANDAK, 

%k 
ADRlANUS ASIA SIDOT 



LAMPIRAN fl 
PERATURAN 2 
LANDAK 
NOMOR 
TENTANG 

BUPATI 

TAHUN 2016 

PENGELOLAAN KEUANGAN 
DESA 

A. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA 

RENCANA ANGGARAN BIAYA 

DESA KECAMATAN . 
TAHUN ANGGARAN . 

1. Bidang: . 
2. Kegiatan : . 
3. Waktu Pelaksanaan: 

Rincian Pendanaan : 

NO URAlAN VOLUME HARGA JUMLAH 
SATUAN (Rp.) (Rp.) 

1 2 3 4 5 

JUMLAH (RD.I 

Disetujui / mengesahkan 
Kepala Desa 

................. , tanggal . 
Pelaksana Kegiatan 

........................................... 

Cara pengisian : 
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifi.kasi kelompok belanja desa. 
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa. 
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut. 
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan. 
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang. 
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar 

orang/barang. 
7. kolom 5 diisi denganjumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4. 



B. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN 

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN 
DESA KECAMATAN . 
TAHUN ANGGARAN . 

1. Bidang 
2 K egatan: 

Penerirnaan (Rp.) Pengeluaran(Rp.) Jumlah 
No. Tanggal Uraian Nomor Belanja Pengembalian Saldo 

Dari Swadaya Belanja Belanja Kas (Rp.) Bukti Barang ke Bendahara Bendahara Masyarakat Pegawai dan Jasa Modal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Pindahan Jumlah dari .. 
halaman sebelumnya 
Jumlah 
Total Penerirnaan Total Pengeluaran 

Total Pengeluaran + Saldo Kas 

Desa . 
....... ,Tanggal . 

Cara pengisian: 
1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok. 
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa. 
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. 
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi. 
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi. 
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara. 
7. Kolom 5 diisi dengan jmlah rupiah yang diterima dari masarakat. 
8. Kolom 6 diisi dengan nomor buukti transaksi. 
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengelaran belanja pegawai. 
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran barang danjasa. 
11. Kolom 9 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal. 
12. Kolom 10 diisi denganjumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara. 
13. Kolom 11 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah. 

Pelaksana Kegiatan 

BUPATI LANDAK, 

t@. 
ADRlANUS ASIA SIDOT 



LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI LANDAK 
NOMOR ? TAHUN 2015 
TENTANG 
PENGELOLAAN 
DESA 

A. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP) 

DESA KECAMATAN . 
TAHUN ANGGARAN .. 

1. Bidang . 
2. Kegiatan : . 
3. Waktu Pelaksanaan 

Rincian Pendanaan 

KEUANGAN 

PAGU 
PENCAIRAN 

PERMINTAAN JUMLAH 
SISA NO. URAIAN S.D. YG SAMPAI ANGGARAN SEKARANG DANA LALU SAAT INI 

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 

JUMLAH 

Telah dilakukan verifikasi 

Sekreta.ris Desa 

Setujui untuk dibayarkan 

Kepala Desa 

................. , tanggal . 

Pelaksana Kegiatan 

Telah dibayar lunas 

Bendahara 

Petunjk pengisian: 

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa. 
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa. 



3. Kolom 1 dengan nomor urut. 
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan. 
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan. 
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibaar sebelumnya. 
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar. 
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini. 
9. Kolom7 disi dengan sisa anggaran. 



B. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA 

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA 

DESA KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN . 

1. Bidang . 
2. Kegiatan: . 

NO. PENERIMA URAIAN JUMLAH 

(Rp.) 

1 2 3 4 

JUMLAH (Rp.) 

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, 
untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

·····························tanggal . 

Pelaksana Kegiatan 

Cara pengisian: 

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja 
desa. 

2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam 
APBDesa 

3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja 
5. Kolom 3 diisi dengan uraian kepertan belanja 
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja 
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan 

BUPATI LANDAK, 
� 

ADRIANUS ASIA SIDOT 



LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI LANDAK 
NOMOR ? TAHUN 2016 
TENTANG 

FORMAT SURAT SETORAN PAJAK 

PENGELOLAAN 
DESA 

KEUANGAN 

@ KEMENTERIAN KEUANGAN RI SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR □ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR PELAYANAN PAJAK ( s s p ) Untuk Arslp Wajlb Pajak 

.................................................... 

NPWP : I I -I I I I - I I L -1 l I - I I I I 
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki 

NAMA WP : ...................................................................................................................... 
ALAMAT : ...................................................................................................... 

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran : ...................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

Masa Pajak 
Tahun 

Jan Peb [ Mar Apr I Mei I Jun Jul I Ass ] Sep ] 0kt I Nop Des I I I I I 
Beri tanda silang () pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan Diisi tahun terutangnya pajak 

Nomor Ketetapan : I I I I I I I I I I /LL I I VLLJ 
Diisi sesuai Nomor Ketetapan STP, SKPKB, SKPKBT 

Jumlah Pembayaran 
Diisi dengan rupiah penuh Terbilang 

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor 
Tanggal .......................................................... ............. ,tgl. ................... 

Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan 

Nama Jelas : ................................................................................... Nama Jelas : ............................................. 

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak-Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" 
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran 

F.2.0.32.01 



Petunjuk pengisian: 

1. NPWP diterbitkan atas nama Desa. 
2. Besarnya PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 22 yang wajib dipungut adalah : 1,5% x harga beli 

(tidak termask PPN) disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan 
pembaaran, tanggal pelaporan paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir. 

3. PPN = Harga beli barang x 10_ 
110 

PPh = Harga beli barang - hasi PPN x 1,5% 

4. Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kwitansi 
tertang bea materai sebesar: 
- Rp. 3.000,00 di setiap bukti pembaaran yang nilai transaksinya diatas 

Rp.250.000,00 s.d. Rp.1.000.000,00; 
- Rp 6.000,00 di setiap buukti pembaaran yang nilai transaksinya diatas 

Rp.1. 000. 000, 00; 

5. Lembar 1 untuk Arsip Wajib Pajak. 
6. Lembar 2 Untuk KPPN 
7. Lembar 3 Untuk Dilaporkan Oleh Wajib Pajak ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak). 
8. Lembar 4 Untuk Bank Persepsi/ Kantor pos & Giro. 
9. Lembar 5 Untuk Arsip wajib Pungut A tau pihak lain 

BUPATI LANDAK, 

@ 
ADRIANUS ASIA SIDOT 



LAMPIRAN V 
PERATURAN BUPATI LANDAK 
NOMOR 3 TAHUN 2016 
TENTANG 
PENGELOLAAN 
DESA 

KEUANGAN 

FORMAT, BENTUK DAN STRUKTUR PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
A. Buku Kas Umum 

BUKU KAS UMUM 
DESA KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN ....................... 

JUMLAH 

Tg KODE PENERJM PENGELUA 
NO PENGELUA 

No. URAIAN RAN RAN 1. REKENING AAN (Rp.) BUKTI KOMULATI (Rp.) 
F 

l 2 3 4 5 6 7 8 

SALDO 

9 

JUMLAH Rp. Rp. 

MENGETAHUI 
KEPALA DESA, 

Cara Pengisian: 

................ , tanggal . 

BENDAHARA DESA, 

Kolom ldiisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas 
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 33 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas 
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas 
Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi 
Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas 
Kolom 9 disi dengan saldo kas. 

Catatan: 

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa. 



B. Buku Kas Pembantu Pajak 

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK 
DESA KECAMATAN ............••••.••••.•••..•...... 

TAHUN ANGGARAN . 

PEMOTONG PENYETO SALDO 
N TANGGA URAIAN AN RAN 
0. L (Rp.) (Rp.) (Rp.) 

1 2 3 4 5 6 

JUMLAH 

................ , tanggal . 

MENGETAHUI 
· KEPALA DESA, BENDAHARA DESA, 

. .. . . . .. . . . . . . 
Cara Penqisian : 

Kolom Idiisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran 
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran 
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 4 diisi denganjumlah rupiah penerimaan kas. 
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengelaran kas. 
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara, 



C. Buku Bank Desa 

BUKU BANK DESA 
DESA KECAMATAN . 

TAHUNANGGARAN ........• 

BULAN 

BANKCABANG 

REK. NO. 
PEMASUKAN PENGELUARAN 

No. TANGGAL URAIAN BUKTI SETOR BUNGA PAJ BIA YA SALDO TRANSAKSI TRANSAKSI TRANSAKSI AN BANK 
PENARIKAN 

AK ADMINIST 
(Rp.) {Rp.) (Rp.) 

(Rp.} RASI(Rp.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TOTALTRANSAKSIBULANINI 
TOTALTRANSAKSIKUMULATIF 

.......... , tanggal . 

MENGETAHUI 
KEPALA DESA, 

Cara Pengisian_: 

BENDAHARA DESA, 

Kolom 1 i:iiisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank. 
Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank. 
Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran. 

Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi. 
Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran. 
Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah buunga bank.. 
Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan. 
Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak. 
Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi 
Kolom 10 diisi dengan saldo Bank. 

ADRIANUS ASIA SIDO 



LAMPIRAN VI 
PERATURAN BUPATI LANDAK 
NOMOR 3 TAHUN 2015 
TENTANG 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA 

KET 
ANGGAR (DD/A 

KODE REKENING URAIAN AN REALISA LEBIH/KU DD/B 
(Rp.) SI RANG ANPR 

OV) 
1 2 3 4 5 6 

1 PENDAPATAN DESA 
1 1 Pendapatan Asli Desa 
1 1 1 Hasil Usaha 
1 1 1 1 Hasil Laba BUMDesa 

I 1 2 Hasil Aset Desa 
1 1 2 1 Tanah Kas Desa 
1 1 2 2 Pasar Desa 
1 1 2 3 Pasar Hewan 

1 1 2 4 Bangunan Desa 
1 1 2 4 1 Kios Desa 
1 1 2 4 2 Gedung Pertemuan 

Desa 
1 1 2 4 3 Bangunan Desa lainnya 

1 1 2 s Hutan Milik Desa 
1 1 2 6 Mata Air Milik desa 
1 1 2 7 Obvek Rekreasi Desa 
1 1 2 8 Lapangan Desa 
1 1 2 9 Aset Desa lainnva 
1 1 3 Swadaa, Partisipasi 

dan Gotona-Roonq 
1 1 3 1 Swadava dan Partisipasi 
1 1 3 2 Gotong-Rovong 

1 I 4 Lain-Lain Pendapatan 
Desa 

1 1 4 1 Pungutan Desa 
1 1 4 2 Bunga Simpanan Uang 

di Bank 

1 2 Pendapatan Transfer 
1 2 1 DanaDesa 
l 2 2 Bagian dari Hasil Pajak 

Daerah dan Retribusi 
Daerah 

1 2 3 Alokasi Dana Desa 



1 2 4 Bantuan Keuangan dari 
APBDProvinsi 

1 2 5 Bantuan Keuangan dari 
APBD Kabupaten 

1 3 Pendapatan Lain-lain 
1 3 1 Hibah dan Sumbangan 

dari pihak ketiga 
vangtidak mengikat 

1 3 2 Lain-lain Pendapatan 
Desa vane sah 

1 3 2 1 Hasil kerjasama dengan 
pihak ketiga 

1 3 2 2 Bantuan perusahaan 
yang berlokasi di Desa 

JUMLAHPENDAPATAN 

2 BELANJA DESA 
2 1 BIDANG 

PENYELENGGARAAN 
PEMERINT AHAN DESA 

2 1 1 Penghasilan Tetap 
dan Tunianaan 

2 1 1 1 Belania Pegawai 
2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap 

Kepala Desa dan 
Perangkat 

2 1 1 1 1 1 Penghasilan Tetap 
Kepala Desa 

2 1 1 1 1 2 Penghasilan Tetap 
Peranekat Desa 

2 1 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa 
dan Perangkat Desa 

2 1 1 1 2 1 Tuniangan Kepala Desa 
2 1 1 1 2 2 Tunjangan Perangkat 

Desa 

2 1 1 1 3 Pembayaran Tunjangan 
BPD 

2 1 1 1 3 1 Tuniangan Ketua BPD 
2 1 1 1 3 2 Tunjangan Wakil Ketua 

BPD 
2 1 1 1 3 3 Tunjangan Sekretaris 

BPD 
2 1 1 1 3 4 Tuniangan Anggota BPD 

2 1 1 1 4 Tuniangan Timanggong 

2 1 1 1 5 Tunjangan akhir masa 
Jabatan Kepala Desa 
dan Perangkat Desa 

2 1 1 1 5 1 Tuniangan akhir masa 



Jabatan Kepala Desa 
2 1 1 1 5 2 Tunjangan akhir masa 

Jabatan Perangkat 
Desa 

2 1 1 1 6 Tunjangan akhir masa 
JabatanBPD 

2 1 2 Operasional 
Perkantoran 

2 1 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa 

2 1 2 2 1 Belania alat tulis kantor 
2 1 2 2 1 1 Belanja perlengkapan 

kantor 
2 1 2 2 1 2 Belanja peralatan 

kantor 

2 1 2 2 2 Belania Jasa Kantor 
2 1 2 2 2 1 Belania telepon 
2 1 2 2 2 2 Belania air 
2 1 2 2 2 3 Belania listrik 
2 1 2 2 2 4 Belanja Surat 

kabar/maialah 
2 1 2 2 2 5 Belania Perangko 
2 1 2 2 2 6 Belania alat kebersihan 
2 1 2 2 2 7 Belanja langganan 

internet 
2 1 2 2 2 8 Belania lain-lain 

2 1 2 2 3 Belania Pemeliharaan 
2 1 2 2 3 1 Belanja pemeliharaan 

bangunan dan atau 
gedung kantor 

2 1 2 2 3 2 Belanja pemeliharaan 
peralatan kantor 

2 1 2 2 3 3 Belanja pemeliharaan 
perlenkapan kantor 

2 1 2 2 3 4 Belanja pemeliharaan 
komouter 

2 1 2 2 3 5 Belanja pemeliharaan 
kendaraan dinas 

2 1 2 2 4 Belanja Cetak dan 
Penggandaan 

2 1 2 2 4 1 Belania penggandaan 
2 1 2 2 4 2 Belania cetak dan iilid 

2 1 2 2 5 Belanja sewa 
perlengkapan dan 
peralatan kantor 

2 1 2 2 5 1 Belanja sewa meja dan 
kursi 

2 1 2 2 5 2 Belania sewa tenda 



2 1 2 2 5 3 Belanja sewa sound 
svstern 

2 1 2 2 6 Belanja Makanan dan 
rninurnan 

2 1 2 2 6 1 Belanja makanan dan 
rninurnan harian 

2 1 2 2 6 2 Belanja makanan dan 
minuman rapat Desa 

2 1 2 2 6 3 Belanja rnakanan dan 
rninuman Tamu 

2 1 2 2 7 Belania pakaian dinas 
2 I 2 2 7 1 Belanja pakaian dinas 

Keoala Desa 
2 I 2 2 7 2 Belanja pakaian dinas 

perangkat Desa 
2 1 2 2 7 3 Belanja pakaian dinas 

BPD 

2 1 2 2 8 Belanja perjalanan 
dinas 

2 I 2 2 8 1 Perjalanan dinas dalam 
daerah 

2 1 2 2 8 2 Perjalanan dinas luar 
daerah 

2 1 2 2 9 Belanja bahan bakar 
rninvak IBBM\ 

2 1 2 2 10 Upah tenaga keria 
2 1 2 2 11 Honorarium 

narasurnber / ahli 

2 1 2 3 Belania Modal 
2 1 2 3 1 Belanja modal sarana 

prasarana perkantoran 
Belanja 
printer/komputer 
Belania meia kursi 
Belania lemari 
Belania fillina cabinet 
Belania rak arsip 
Dst ........ 

2 1 2 3 2 Belanja modal gedung 
kantor 

2 1 2 3 3 Belanja kendaraan 
dinas 

2 1 3 Operasional BPD 
2 1 3 2 Belanja Barang dan 

Jasa 
2 1 3 2 1 ATK 
2 1 3 2 2 Penggandaan 
2 1 3 2 3 Konsumsi Rapat 



2 1 3 2 4 Belanja perjalanan 
dinas 

2 1 3 2 4 1 Perjalanan dinas dalam 
daerah 

2 1 3 2 4 2 Perjalanan dinas luar 
daerah 

2 1 4 Operasional RT/RW 
2 1 4 2 Belanja Barang dan 

Jasa 
2 1 4 2 1 ATK 
2 1 4 2 2 Penggandaan 
2 1 4 2 3 Konsumsi Rapat 

2 1 s Operasional KPMD 
2 1 5 1 bantuan transportasi 

KPMD 

2 1 6 Penyelenggaraan 
Kegiatan 
dan Evaluasi 
Perkembangan 
Pemerintahan Desa 

2 1 6 1 Penyelenggaraan 
Evaluasi Perkembangan 
Pemerintahan Desa 

2 1 6 1 1 Penyusunan Laporan 
Realisasi Pelaksanaan 
APBDesa 

2 1 6 1 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa 
- ...... 

2 1 6 1 1 3 Belania Modal 

2 1 6 1 2 Penyusunan Laporan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 
Akhir Tahun Anggaran 

2 1 6 1 2 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 1 3 3 Belania Modal 

2 1 6 1 3 Penyusunan Laporan 
Keterangan 
Pertanggungjawaban 
(LKPJ) Akhir Tahun 
Anggaran 

2 1 6 1 3 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 1 3 3 Belania Modal 



2 1 6 1 4 Penyusunan Laporan 
Keterangan 
Pertanggungiawaban 
Akhir Masa Jabatan 

2 1 6 1 4 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 1 4 3 Belania Modal 

2 1 6 2 Penataan Batas Desa 
danDusun 

2 1 6 2 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 2 3 Belanja Modal 

2 1 6 3 Pendataan Desa/Profil 
Desa 

2 1 6 3 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 3 3 Belania Modal 

2 1 6 4 Musvawarah Desa 
2 1 6 4 2 Belanja Barang Dan 

Jasa 
- ..... 

2 1 6 4 3 Belanja Modal 
- ..... 

2 1 6 5 Penyusunan Tata 
Ruang Desa 

2 1 6 5 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 5 3 Belania Modal 
- ..... 

2 1 6 6 Penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) Desa 

2 1 6 6 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 2 3 Belanja Modal 
- ..... 

2 1 6 7 Penyusunan Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP) 
Desa 

2 1 6 7 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 7 3 Belania Modal 



- ..... 

2 1 6 8 Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDesa) 

2 1 6 8 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 8 3 Belania Modal 
- . 

2 1 6 9 Penyusunan Perubahan 
Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa 
(APBDesal 

2 1 6 9 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 9 3 Belania Modal 
- ..... 

2 1 6 10 Pemilihan dan 
pergantian Kepala Desa 

2 1 6 10 1 Pemilihan Kepala Desa 
serentak 

2 1 10 1 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 10 1 3 Belania Modal 
- ..... 

2 1 6 10 2 Pergantian antar Waktu 
(PAW) 

2 1 10 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 BIDANG 
PELAKSANAAN 
PEMBANGUNAN DESA 

2 2 1 Kegiatan Pemenuhan 
Kebutuhan Dasar 

2 2 1 1 Pembaguunan, 
pengembangan dan 
pemeliharaan sarana 
dan prasarana 
kesehatan Desa 

2 2 1 1 1 Pembangunan dan 
Pemeliharaan 
Poskesdes / Polindes 

2 2 1 1 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 1 1 3 Belania Modal 



- ..... 

2 2 1 1 2 Pengadaan alat 
penunjang kesehatan 
untuk Poskesdes 
/Polindes 

2 2 1 1 2 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 1 2 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 1 3 Pembangunan/penamb 
ahan ruang rawat inap 
Poskesdes 

2 2 1 1 3 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 1 3 3 Belanja Modal 
- ..... 

2 2 1 1 4 Pengadaan peralatan 
kesehatan emergency 
Poskesdes 

2 2 1 1 4 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 1 4 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 1 5 Pengadaan alat peraga 
kesehatan Posvandu. 

2 2 1 1 5 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 1 5 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 1 6 , Pengadaan peralatan 
kesehatan Dasar untuk 
Posyandu. 

2 2 1 1 6 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 1 6 3 Belanja Modal 
- ..... 

2 2 1 1 7 Rehabilitasi dan 
penambahan jamban 
publik (fasilitas MC) 

2 2 1 1 7 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 1 7 3 Belania Modal 



- ..... 

2 2 1 2 Pembangunan, 
pengembangan dan 
pemeliharaan sarana 
dan prasarana 
pendidikan, sosial 
dan kebudauaan 

2 2 1 2 1 Pembangunan Gedung 
PAUDDesa 

2 2 1 2 1 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 2 1 3 Belanija Modal 
- ..... 

2 2 1 2 2 Pembangunan 
gedung/taman 
seni/sanggar 
seni/ musium desa/ 
Rumah Adat Desa 

2 2 1 2 2 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 2 2 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 2 3 Pengadaan alat musik 
tradisional desa 

2 2 1 2 3 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 2 3 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 2 4 Pengadaan baju 
tradisional untuk acara 
adat desa 

2 2 1 2 4 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 2 4 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 2 5 Pengadaan buku-buku 
bacaan untuk 
perpustakaan desa 

2 2 1 2 5 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 2 5 3 Belanja Modal 
- ..... 

2 2 1 2 6 Rehab/ renovasi 



bangunan cagar budaya 
yang telah diserahkan 
pengelolaannya kepada 
desa 

2 2 1 2 6 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 2 6 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 2 Kegiatan 
Pembangunan Sarana 
dan Prasarana Desa 

2 2 2 1 Pembangunan, 
pengembangan dan 
pemelilharaan 
infrastruktur /sarana 
prasarana fisik untuk 
penghidpan dan 
pemkiman 

2 2 2 1 1 Pembangunan Rabat 
Beton/Pengerasan jalan 
desa 

2 2 2 1 1 2 Belania Barang dan iasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 1 1 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 1 2 Pembangunan 
jembatan, gorong- 
gorong dan drainase 
skala desa 

2 2 2 1 2 2 Belania Barang dan iasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 1 2 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 1 3 Pembangunan tambatan 
perahu skala desa/ steher 

2 2 2 1 3 2 Bclanja Barang dan jasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 1 3 3 Belania Modal 
- Semen 



- Material 
- dst ............ 

2 2 2 1 4 Pembangunan 
Pemeliharaan saluran 
irigasi tersier 

2 2 2 1 4 2 Belania Barang dan iasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 1 4 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 1 5 Pembangunan pusat 
pembibitan desa 

2 2 2 1 5 2 Belania Barang dan iasa 
- Uoah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 1 5 3 Belania Modal 

2 2 2 1 6 Pembangunan/ 
pengadaan tandon/ bak 
penampung air bersih 
atau dari sumber mata 
air 

2 2 2 1 6 2 Belania Barang dan iasa 
- Ubah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 1 6 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 1 7 Pemeliharaan saluran 
air bersih dari sumber 
mata air ke ruimah 
penduduk 

2 2 2 1 7 2 Belanja Barana dan jasa 
- Uoah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 1 7 3 Belania Modal 

2 2 2 2 Pengembangan usaha 
ekonomi masyarakat 
meliputi 
pembanguunan dan 
pemeliharaan sarana 



dan parasana 
produuksi dan 
distribusi 

2 2 2 2 1 Pembangunan/ Rehab 
. oasar Desa 

2 2 2 2 1 2 Belania Barang dan iasa 
- Uoah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 2 1 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 2 2 Pembangunan rintisan 
layanan pusat 
penggilingan 
padi/jag+no 

2 2 2 2 2 2 Belania Barang dan jasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 2 2 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 2 3 Pengadaan 
kompos/pupuk 
kandanag di desa 

2 2 2 2 3 2 Belania Barang dan iasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 2 3 3 Belania Modal 
-· Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 3 Pembangunan dan 
pengembangan sarana 
prasarana energi 
terbarukan serta 
kegiatan pelestarian 
linekungan hidup 

2 2 2 3 1 Pembangunan sumur 
resapan 

2 2 2 3 1 2 Belania Barang dan iasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 3 1 3 Belania Modal 
- Semen 



- Material 
- dst ............ 

2 2 2 3 2 Pengadaan sarana dan 
prasarana daur ulang 
sampah Desa 

2 2 2 3 2 2 Belania Barang dan iasa 
- Unah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 3 2 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 3 3 Membangun rintisan 
Pembangkit Listrik Desa 

' Tenaga Mikro Hidro 
(PLTMH) atau 
Pembangkit Listrik Desa 
Tenaga Surva (PLTS) 

2 2 2 3 3 2 Belania Barang dan jasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 3 3 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 4 Program kegiatan 
lainna ang sesuai 
dengan kondisi desa 
dan telah diputuskan 
dalam Musgawarah 
Desa 

2 2 2 4 1 Pembangunan Kantor 
Desa 

2 2 2 4 1 2 Belania Barang dan jasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 4 1 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 4 2 Pembangunan Balai 
Desa 

2 2 2 4 2 2 Belania Barang dan iasa 
- Uoah Keria 
- Honor 
- dst .................... 



2 2 2 4 2 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 4 3 Belania Tanah Desa 
2 2 2 4 3 2 Belania Barang dan iasa 
2 2 2 4 3 3 Belania Modal 

2 3 BIDANG PEMBINAAN 
KEMASYARAKATAN 

2 3 1 Peningkatan investasi 
ekonomi desa melalui 
pengadaan, 
pengembangan atau 
bantan alat-alat 
produuksi, pemodalan 
dan peningkatan 
kapasitas melalt 
pelatihan dan 
pemaaanaan 

2 3 1 1 Pelatihan benih ikan air 
tawar 

2 3 1 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa 
- Honor 

Pelatih /Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
-dst ..................... 

2 3 1 2 Pelatihan kuliner dan 
pengembangan 
makanan lokal sebagai 
komoditas strategi 
ekonomi-wisata 

2 3 1 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor 

Pelatih/ Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
-dst ..................... 

2 3 1 3 Pelatihan membuat 
kerajinan tangan dari 
bambu, kayu limbah dll 

2 3 1 3 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor 

Pelatih/Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
-dst ..................... 



2 3 1 4 Pelatihan tentang hak­ 
hak perburuhan, yang 
merupakan kerjasama 
desa dengan perusahan 

2 3 1 4 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
­ Honor 

Pelatih / Narasumber 
­ Konsumsi 
­ Bahan Pelatihan 
­ dst .................... , 

2 3 1 5 Bantuan alat 
pengolahan produk 
unggulan desa (spiner, 
mesin pembuat pakan 
ternak, mesih pencacah 
akan ternak dill 

2 3 1 5 3 Belania Modal 

2 3 2 Dukungan kegiatan 
ekonomi baik gang 
dikembangkan oleh 
BUMDes&, BUM antar 
Desa maupun oleh 
kelompok dan 
lembaga ekonomi 
masarakat desa 
lainnua. 

2 3 2 1 Pelatihan 
kewirausahaan desa 
untuk pemuda desa 

2 3 2 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
­ Honor 

Pelatih / Narasumber 
­ Konsumsi 
­ Bahan Pelatihan 
­ dst ..................... 

2 3 2 2 Workshop perencanaan 
bisnis (bussines plan) 
Desa 

2 3 2 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
­ Honor 

Pelatih / N arasumber 
­ Konsumsi 
­ Bahan Pelatihan 
­ dst ..................... 

2 3 2 3 Pelatihan manajeman 
U saha BUMDesa dan 



usaha ekonomi 
rumahan 

2 3 2 3 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor 

Pelatih/Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 2 4 lnvestasi usaha 
ekonomi melalui 
keriasama BUMDesa 

2 3 2 4 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
-Honor 

Pelatih/Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
-dst ..................... 

2 3 3 Bantan Peningkatan 
Kapasitas untuk 
program kegiatan 
ketahanan pangan 
desa 

2 3 3 1 Musyawarah Desa 
untuk memfungsikan 
kembali tradisi lumbung 
desa 

2 3 3 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan Musvawarah 
-dst ..................... 

2 3 3 2 Pelatihan pengolahan 
dan pemasaran hasil 
oertanian 

2 3 3 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan oelatihan 
-dst ..................... 

2 3 3 3 Pelatihan pemanfaatan 
tanaman lokal Desa 

2 3 3 3 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
-Konsumsi 



- Bahan nelatihan 
- dst ..................... 

2 3 3 4 Pelatihan Kelompok 
Tani 

2 3 3 4 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 4 Pengorganisasian 
masarakat, 
fasilitasi, bantuan 
hkuum masyara.kat 
dan pelatihan 
paraleaal desa 

2 3 4 1 Pelatihan paralegal 
Desa (Advokasi Desal 

2 3 4 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
-Konsurnsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 4 2 Pelatihan penyelesaian 
sangketa aset di desa 
untuk warga desa 

2 3 4 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
-Konsurnsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 4 3 Pelatihan penyelesaian 
sangketa tanah dan 
kekerasan dalarn rurnah 
tangga (KDRT 

2 3 4 3 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 4 4 Pembentukan dan 
Pelatihan Kader 
Pernberdayaan 
Masvarkat Desa (KPMD) 

2 3 4 4 2 Belania Barang dan 



Jasa: 
- Honor Narasumber 
- Honor KPMD 
- Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 4 5 Pengembangan 
kapasitas Ruang Belajar 
Masyarakat di Desa 
(Community Centre) 

2 3 4 5 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 4 6 Pelatihan Kader PKK 
Desa 

2 3 4 6 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 4 7 Fasilitasi kegiatan 
Peningkatan Peranan 
Wanita Menuju 
Keluarga Sejahtera 
(P2WKSS) 

2 3 4 7 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
-Konsumsi 
- Belania Bibit Ikan 
- Belanja Bibit tanaman 

Holtikultura 
- dst ..................... 

2 3 4 8 Fasilitasi kegiatan 
LombaDesa 

2 3 4 8 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
-Konsumsi 
- Bahan nelatihan 
- dst ..................... 

2 3 4 8 Fasilitasi Kegiatan 
bulan bhakti gotong 
royong masyarakat 
(BBGRM) 



2 3 4 8 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 5 Promosi dan edukasi 
kesehatan 
masyarakat serta 
gerakan hidup bersih 
dan sehat 

2 3 5 1 Pelatihan kader PHBS 
2 3 5 1 2 Belanja Barang dan 

Jasa: 
- Honor Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 5 2 Pelatihan Kader 
Posvandu 

2 3 5 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan nelatihan 
- dst ..................... 

2 3 5 3 Sosialisasi penyakit 
ISPA, DBD dan asuransi 
kesehatan BPJS kepada 
masvarakat Desa 

2 3 5 3 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor tenaga 

ahli/Narasumber 
- Konsumsi 
- Belania sosialisasi 
- dst ..................... 

2 3 6 Dukungan terhadap 
kegiatan pengelolaan 
daerah wisata 

2 3 6 1 Promosi objek wisata 
melalui media cetak 
atau elektronik 

2 3 6 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor tim promosi 
- Konsumsi 
- Bahan nromosi 
- dst ..................... 



2 3 6 2 Bazar produk 
kerajinan/ produk 
industri rumah tangga 

2 3 6 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor tim Bazar 
-Konsumsi 
- Bahan bazar 
- dst ..................... 

2 3 7 Peningkatan 
kapasitas kelompok 
masgarakat untuk 
energi terbarukan dan 
pelestarian 
linakuunaan hidup 

2 3 7 1 Pelatihan pemanfaatan 
limbah organik rumah 
tangga dan perkebunan 

2 3 7 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumbr 
- Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 7 2 Percontohan/ instalasi 
dan pusat belajar 
teknologi tepat guna 
(TTG) 

2 3 7 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor narasumber 
-Konsumsi 
-Bahan 

Belaiar /Percontohan 
- dst ..................... 

2 3 7 3 Pelatihan pengelolaan 
tanaman sekitar hutan 
untuk konservasi dan 
tambahan pendapatan 
desa 

2 3 7 3 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 4 BIDANG 
PEMBERDAYAAN 



MASYARAKAT 
2 4 1 Kegiatan Pelatihan 

Kepala Desa, Perangkat 
DesadanBPD 

2 4 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 

- Honor 
Pelatih/Narasumber 

- Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 4 2 Pelatihan Trantibmas 
desa fhansip) 

2 4 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor 

Pelatih /Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan nelatihan 
- dst ..................... 

2 4 3 Kegiatan Pelatihan TTG 
2 4 3 2 Belanja Barang dan Jasa: 

- Honor 
Pelatih/ Narasumber 

- Konsumsi 
- Bahan belatihan 
- dst ..................... 

2 4 4 Kegiatan Pelatihan 
Pengerajin 

2 4 4 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor 

Pelatih/ Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 4 5 Kegiatan Pelatihan Olah 
Raga 

2 4 5 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor 

Pelatih/Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 



2 5 BIDANG TAK 
TERDUGA 

2 5 l Kegiatan Kejadian Luar 
Biasa 

2 5 l 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
-Honor tim 
-Konsumsi 
- Obat-obatan 
-dst ........................ 

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS/ DEFISIT 

3 PEMBIAYAAN 
3 1 Penerimaan 

Pembiavaan 
3 l 1 SILPA 
3 1 2 Pencairan Dana 

Cadangan 
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa 

Yang di pisahkan 
JUMLAH (RP} 

3 2 Pengeluaran 
Pembiavaan 

3 2 1 Pembentukan Dana 
Cadangan 

3 2 2 Penvertaan Modal Desa 
JUMLAH (RP] 

Tanggal, . 

KEPALA DESA . 

Tanda tangan 

(NAMA} 

BUPATI LANDAK 

@k 
ADRIANUS ASIA SIDOT 



B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA 

LAPORA REALISAS! PENGGUNAAN DANA DEA 
TAIIAP TAHUII AIIGGARAII . 

PEIIERIKTAH DESA . 
KECAMATAN .....--oooooooooo 

KABUPATEN LANDAK 

PAGU DESA Rp. . 

NOMOR DAN TANG&AL JUMLAH JUMLAH 
KODE REKENING URALAN BUKTI PENYALURAN PENERIMAAN PENGELUARAN SAL.DO KET 

(SP2D] (DEBET (KREDIT 
I 2 3 4 5 64.5 7 

1 PENDAPATAN 
I 2 Pendapatan Transfer 
I 2 I Dana Desa 

Tahap Pertama 
- Tahap Kedua 

2 BELANJA DESA 
2 I [[dang Penyelenqgaraan Pemenintaban 
2 I I Keltia.tan ..••.•..•.....•........ 
2 1 2 K..wiatan ..••....•............... "'' ···················•············· 

2 2 Bidang Pelaksanaan Pembanunan Desa 
2 2 1 Kl'll'l:itan ........................ 

2 2 2 ,,,mtan ··•············ .. -······ 
dst .............. 

2 3 [\dang Pemberdavaan Magyarakat 

2 3 I K,giatan ........................ 
2 3 2 IKni.atan ........................ 

dst ......... 

2 4 Bidang Pembinaan Kemasvarakatan 
2 4 I 1,,.,,;,1an ........................ 
2 4 2 Kelriatan ························ 

m;l ................................. 

JUMLAH 

Keterangan : SP2D dimaksud adalah SP2D Pengaluran Dana Desa dan Kabupaten Landak ke Desa 

REND4HARA DESA .....•.••.•........•• 
Disetujui oleh 

EPALA DESA ••••.....• 

( ) ( ..... ................... ) 

BUPATI LANDAK 

@ 
ADRIANUS ASIA SIDOT 



LAMPIRAN VII 
PERATURAN BUPATI LANDAK 
NOMOR ? TAHUN 2016 
TENTANG 
PENGELOLAAN 
DESA 

I. FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA 

KEPALA DESA ..... (Nama Desa) 
KABUPATEN LANDAK 

KEUANGAN 

PERATURAN DESA............... 

NOMOR. TAHUN . 

TENTANG 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 

ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA OESA , 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa ; 
b. bahwa ; 
c. Ost .. 

1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan 
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah 
denganUndang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); 

2. Ost . 



Menetapkan 

Dengan Persetujuan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA . 

Dan 
KEPALA DESA . 

MEMUTUSKAN : 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 
ANGGARAN . 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

a. Pemerintah..... 
b. Bupati . 
c. Dst .... 
d. 

BAB II 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANANAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN . 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran , dengan rincian 
sebagai berikut: 

1. Pendapatan DesaRp............... 
2. Belanja Desa 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp............ 

b. Bidang Pembangunan Desa 
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
e. Bidang Tak Terduga 

Jumlah Belanja Desa 
Surplus/Defisit 

3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pembiayaan ( a-b ) 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rp . 



BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini 
terdiri dari: 
1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 

Anggaran ; 

2. Lampiran II: Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai dengan 31 Desember ; 
3. Lampiran II: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

Pasal 5 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa. 

Ditetapkan di Desa . 
pada tanggal 20 . 

KEPALA DESA , 

Cap/Ttd 

(NAMA) 

Diundangkan di Desa . 
Pada tanggal . 
Sekretaris Desa . 

Tanda Tangan 

(NAMA) 

LEMBARAN DESA.......... TAHUN NOMOR . 

BUPATI LAND AK, 

ADRIANU�A SIDOT 



/ 

A. FORMAT LAMPIRAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI 
PELAKSANAAN APBDESA 

LAMPIRANI 
PERATURAN DESA 
NOMOR.. .. . TAHUN . 
TENTANG 
LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN 
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DESA TAHUN 
ANGGARAN . 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PEMERINTAH DESA . 
TAHUN ANGGARAN . 

KET 
ANGGAR (DD/A 

KODE REKENING URAIAN AN REALISA LEBIH/KU DD/B 
(Rp.) SI RANG ANPR 

OVl 
1 2 3 4 5 6 

1 PENDAPATAN DESA 
1 1 Pendapatan Asli Desa 
1 1 1 Hasil Usaha 
1 1 1 1 Hasil Laba BUMDesa 

1 1 2 Hasil Aset Desa 
1 1 2 1 Tanah Kas Desa 
1 1 2 2 Pasar Desa 
1 1 2 3 PasarHewan 

1 1 2 4 Bangunan Desa 
1 1 2 4 1 Kios Desa 
1 1 2 4 2 Gedung Pertemuan 

Desa 
1 1 2 4 3 Bangunan Desa lainnya 

1 1 2 5 Hutan Milik Desa 
1 1 2 6 Mata Air Milik desa 
1 1 2 7 Obvek Rekreasi Desa 
1 1 2 8 Lapangan Desa 
1 1 2 9 Aset Desa lainnya 
1 1 3 Swadaa, Partisipasi 

dan Gotong-Rogong 
1 1 3 1 Swadava dan Partisipasi 
1 1 3 2 Gotong-Royong 

1 1 4 Lain-Lain Pendapatan 
Desa 

1 1 4 1 Pun@utan Desa 



1 1 4 2 Bunga Simpanan Uang 
di Bank 

1 2 Pendapatan Transfer 
1 2 1 DanaDesa 
1 2 2 Bagian dari Hasil Pajak 

Daerah dan Retribusi 
Daerah 

1 2 3 Alokasi Dana Desa 
1 2 4 Bantuan Keuangan dari 

APBD Provinsi 
1 2 5 Bantuan Keuangan dari 

APBD Kabupaten 

1 3 Pendapatan Lain-lain 
1 3 1 Hibah dan Sumbangan 

dari pihak ketiga 
vangtidak men@ikat 

1 3 2 Lain-lain Pendapatan 
Desa vang sah 

1 3 2 1 Hasil kerjasama dengan 
pihak ketiga 

1 3 2 2 Bantuan perusahaan 
vane berlokasi di Desa 

JUMLAH PENDAPATAN 

2 BELANJA DESA 
2 1 BIDANG 

PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DESA 

2 1 1 Penghasilan Tetap 
dan Tunianaan 

2 1 1 1 Belania Pegawai 
2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap 

Kepala Desa dan 
Peranskat 

2 1 1 1 1 1 Penghasilan Tetap 
Kepala Desa 

2 1 1 1 1 2 Penghasilan Tetap 
Perangkat Desa 

2 1 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa 
dan Perangkat Desa 

2 1 1 1 2 1 Tuniangan Kepala Desa 
2 1 1 1 2 2 Tunjangan Perangkat 

Desa 

2 1 1 1 3 Pembayaran Tunjangan 
BPD 

2 1 1 1 3 1 Tuniangan Ketua BPD 
2 1 1 1 3 2 Tunjangan Wakil Ketua 

BPD 
2 1 1 1 3 3 Tuniangan Sekretaris 



BPD 
2 1 1 1 3 4 Tuniangan Anggota BPD 

2 1 1 1 4 Tuniangan Timanggong 

2 1 1 1 5 Tunjangan akhir masa 
Jabatan Kepala Desa 
dan Perangkat Desa 

2 1 1 1 5 1 Tunjangan akhir masa 
Jabatan Kepala Desa 

2 1 1 1 5 2 Tunjangan akhir masa 
Jabatan Perangkat 
Desa 

2 1 1 1 6 Tunjangan akhir masa 
Jabatan BPD 

2 1 2 Operasional 
Perkantoran 

2 1 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa 

2 1 2 2 1 Belania alat tulis kantor 
2 1 2 2 1 1 Belanja perlengkapan 

kantor 
2 1 2 2 1 2 Belanja peralatan 

kantor 

2 1 2 2 2 Belania Jasa Kantor 
2 1 2 2 2 1 Belania teleoon 
2 1 2 2 2 2 Belania air 
2 1 2 2 2 3 Belania listrik 
2 1 2 2 2 4 Belanja Surat 

kabar/maialah 
2 1 2 2 2 5 Belania Peransko 
2 1 2 2 2 6 Belania alat kebersihan 
2 1 2 2 2 7 Belanja langganan 

internet 
2 1 2 2 2 8 Belania lain-lain 

2 1 2 2 3 Belania Pemeliharaan 
2 1 2 2 3 1 Belanja pemeliharaan 

bangunan dan atau 
gedung kantor 

2 1 2 2 3 2 Belanja pemeliharaan 
peralatan kantor 

2 1 2 2 3 3 Belanja pemeliharaan 
perlengkapan kantor 

2 1 2 2 3 4 Belanja pemeliharaan 
komouter 

2 1 2 2 3 5 Belanja pemeliharaan 
kendaraan dinas 

2 1 2 2 4 Belanja Cetak dan 
Penegandaan 



2 1 2 2 4 1 Belania penggandaan 
2 1 2 2 4 2 Belania cetak dan iilid 

2 1 2 2 5 Belanja sewa 
perlengkapan dan 
peralatan kantor 

2 1 2 2 5 1 Belanja sewa meja dan 
kursi 

2 1 2 2 5 2 Belania sewa tenda 
2 1 2 2 5 3 Belanja sewa sound 

svstem 

2 1 2 2 6 Belanja Makanan dan 
minuman 

2 1 2 2 6 1 Belanja makanan dan 
minuman harian 

2 1 2 2 6 2 Belanja makanan dan 
minuman rapat Desa 

2 1 2 2 6 3 Belanja makanan dan 
minuman Tamu 

2 1 2 2 7 Belania pakaian dinas 
2 1 2 2 7 1 Belanja pakaian dinas 

Kepala Desa 
2 1 2 2 7 2 Belanja pakaian dinas 

perangkat Desa 
2 1 2 2 7 3 Belanja pakaian dinas 

BPD 

2 I 2 2 8 Belanja perjalanan 
dinas 

2 1 2 2 8 1 Perjalanan dinas dalam 
daerah 

2 1 2 2 8 2 Perjalanan dinas luar 
daerah 

2 1 2 2 9 Belanja bahan bakar 
minvak [BBM) 

2 1 2 2 10 Upah tenaga keria 
2 1 2 2 11 Honorarium 

narasumber / ahli 

2 1 2 3 Belania Modal 
2 1 2 3 1 Belanja modal sarana 

prasarana perkantoran 
Belanja 
printer/komputer 
Belania meia kursi 
Belania lemari 
Belania fillina cabinet 
Belania rak arsio 
Dst ........ 

2 1 2 3 2 Belanja modal gedung 
kantor 



2 1 2 3 3 Belanja kendaraan 
dinas 

2 1 3 Operasional BPD 
2 1 3 2 Belanja Barang dan 

Jasa 
2 1 3 2 1 ATK 
2 1 3 2 2 Penggandaan 
2 1 3 2 3 Konsumsi Rapat 
2 1 3 2 4 Belanja perjalanan 

dinas 
2 1 3 2 4 1 Perjalanan dinas dalam 

daerah 
2 1 3 2 4 2 Perjalanan dinas luar 

daerah 

2 1 4 Operasional RT/RW 
2 1 4 2 Belanja Barang dan 

Jasa 
2 1 4 2 1 ATK 
2 1 4 2 2 Penggandaan 
2 1 4 2 3 Konsumsi Rapat 

2 1 5 Operasional KPMD 
2 1 5 1 bantuan transportasi 

KPMD 

2 1 6 Penyelenggaraan 
Kegiatan 
dan Evaluasi 
Perkembangan 
Pemerintahan Desa 

2 1 6 1 Penyelenggaraan 
Evaluasi Perkembangan 
Pemerintahan Desa 

2 1 6 1 1 Penyusunan Laporan 
Realisasi Pelaksanaan 
APBDesa 

2 1 6 1 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa 
- ...... 

2 1 6 1 1 3 Belania Modal 

2 1 6 1 2 Penyusunan Laporan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 
Akhir Tahun Anagaran 

2 1 6 1 2 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 1 3 3 Belania Modal 

2 1 6 1 3 Penvusunan Laporan 



Keterangan 
Pertanggungjawaban 
(LKPJ) Akhir Tahun 
Angaran 

2 1 6 1 3 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 1 3 3 Belania Modal 

2 1 6 1 4 Penyusunan Laporan 
Keterangan 
Pertanggungjawaban 
Akhir Masa Jabatan 

2 1 6 1 4 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 1 4 3 Belania Modal 

2 1 6 2 Penataan Batas Desa 
dan Dusun 

2 1 6 2 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 2 3 Belania Modal 

2 1 6 3 Pendataan Desa/Profil 
Desa 

2 1 6 3 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 3 3 Belania Modal 

2 1 6 4 Musyawarah Desa 
2 1 6 4 2 Belanja Barang Dan 

Jasa 
- ..... 

2 1 6 4 3 Belania Modal 
- ..... 

2 1 6 5 Penyusunan Tata 
Ruang Desa 

2 1 6 5 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 5 3 Belania Modal 
- ..... 

2 1 6 6 Penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) Desa 

2 1 6 6 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 2 3 Belania Modal 



- ..... 

2 1 6 7 Penyusunan Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP) 
Desa 

2 1 6 7 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 7 3 Belania Modal 
- ..... 

2 1 6 8 Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDesa) 

2 1 6 8 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 8 3 Belania Modal 
- ..... 

2 1 6 9 Penyusunan Perubahan 
Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa 
(APBDesal 

2 1 6 9 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 9 3 Belania Modal 
- ..... 

2 1 6 10 Pemilihan dan 
pergantian Kepala Desa 

2 1 6 10 1 Pemilihan Kepala Desa 
serentak 

2 1 10 1 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 1 6 10 1 3 Belania Modal 
- ..... 

2 1 6 10 2 Pergantian antar Waktu 
(PAW) 

2 1 10 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 BIDANG 
PELAKSANAAN 
PEMBANGUNAN DESA 

2 2 1 Kegiatan Pemenuhan 
Kebutuhan Dasar 

2 2 l l Pembagunan, 
pengembangan dan 
pemeltharaan sarana 



dan prasarana 
kesehatan Desa 

2 2 1 1 1 Pembangunan dan 
Pemeliharaan 
Poskesdes/Polindes 

2 2 1 1 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa 
- .... 

2 2 1 1 1 3 Belania Modal 
- .... 

2 2 1 1 2 Pengadaan alat 
penunjang kesehatan 
untuk Poskesdes 
/Polindes 

2 2 1 1 2 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 1 2 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 1 3 Pembangunan/ penamb 
ahan ruang rawat inap 
Poskesdes 

2 2 1 1 3 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 1 3 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 1 4 Pengadaan peralatan 
kesehatan emergency 
Poskesdes 

2 2 1 1 4 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 1 4 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 1 5 Pengadaan alat peraga 
kesehatan Posvandu. 

2 2 1 1 5 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 1 5 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 1 6 Pengadaan peralatan 
kesehatan Dasar untuk 
Posvandu. 

2 2 1 1 6 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 1 6 3 Belania Modal 



- ..... 

2 2 1 1 7 Rehabilitasi dan 
penambahan jam ban 
publik (fasilitas MCK) 

2 2 1 1 7 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 1 7 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 2 Pembangunan, 
pengembangan dan 
pemeliharaan sarana 
dan prasarana 
pendidikan, sosial 
dan kebudaaan 

2 2 1 2 1 Pembangunan Gedung 
PAUDDesa 

2 2 1 2 1 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 2 1 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 2 2 Pembangunan 
gedung/taman 
seni/sanggar 
seni/musium desa/ 
Rumah Adat Desa 

2 2 1 2 2 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 2 2 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 2 3 Pengadaan alat musik 
tradisional desa 

2 2 1 2 3 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 2 3 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 2 4 Pengadaan baju 
tradisional untuk acara 
adat desa 

2 2 1 2 4 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 2 4 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 2 5 Pengadaan buku-buku 



bacaan untuk 
perpustakaan desa 

2 2 1 2 5 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 2 5 3 Belania Modal 
- ..... 

2 2 1 2 6 Rehab/ renovasi 
bangunan cagar budaya 
yang telah diserahkan 
pengelolaannya kepada 
desa 

2 2 1 2 6 2 Belanja Barang Dan 
Jasa 
- ..... 

2 2 1 2 6 3 Belania Modal 
- ..... 

' 2 2 2 Kegiatan 
Pembangunan Sarana 
dan Prasarana Desa 

2 2 2 1 Pembangunan, 
pengembangan dan 
pemeliharaan 
infrastruuktr /sarana 
prasarana fisik untuk 
penghidupan dan 
pemkiman 

2 2 2 1 1 Pembangunan Rabat 
Beton/ Pengerasan jalan 
desa 

2 2 2 1 1 2 Belania Barang dan iasa 
- Uoah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 1 1 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 1 2 Pembangunan 
jembatan, gorong- 
gorong dan drainase 
skaladesa 

2 2 2 1 2 2 Belania Barang dan iasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 1 2 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 



2 2 2 1 3 Pembangunan tambatan 
perahu skala desa/ steher 

2 2 2 1 3 2 Belanja Barang dan iasa 
- Uoah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 1 3 3 Belanja Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 1 4 Pembangunan 
Pemeliharaan saluran 
irigasi tersier 

2 2 2 1 4 2 Belania Barang dan iasa 
- Uoah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 1 4 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 1 5 Pembangunan pusat 
oembibitan desa 

2 2 2 1 5 2 Belanja Barang dan jasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 1 5 3 Belanja Modal 

2 2 2 1 6 Pembangunan/ 
pengadaan tandon/ bak 
penampung air bersih 
atau dari sumber mata 
air 

2 2 2 1 6 2 Belania Barang dan iasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 1 6 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst............ 

2 2 2 1 7 Pemeliharaan saluran 
air bersih dari sumber 
mata air ke rumah 
oenduduk 

2 2 2 1 7 2 Belanja Barang dan jasa 
- Upah Keria 



- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 1 7 3 Belania Modal 

2 2 2 2 Pengembangan usaha 
ekonomi masyarakat 
meliputi 
pembangunan dan 
pemeltharaan sarana 
dan parasana 
produksi dan 
distribsi 

2 2 2 2 1 Pembangunan/Rehab 
pasar Desa 

2 2 2 2 1 2 Belania Barang dan iasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 2 1 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 2 2 Pembangunan rintisan 
layanan pusat 
penggilingan 
padi/jagnns 

2 2 2 2 2 2 Belania Barang dan iasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 2 2 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 2 3 Pengadaan 
kompos/pupuk 
kandang di desa 

2 2 2 2 3 2 Belania Barang dan iasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 2 3 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 3 Pembanguunan dan 
pengembangan sarana 
prasarana energi 
terbarukan serta 
keaiatan pelestarian 



- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 1 7 3 Belania Modal 

2 2 2 2 Pengembangan usaha 
ekonomi masgarakat 
meliputi 
pembangunan dan 
pemeliharaan sarana 
dan parasana 
produksi dan 
distribusi 

2 2 2 2 1 Pembangunan/Rehab 
pasar Desa 

2 2 2 2 1 2 Belania Barang dan iasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 2 1 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 2 2 Pembangunan rintisan 
layanan pusat 
penggilingan 
padi/ia 

2 2 2 2 2 2 Belania Barang dan iasa 
- Uoah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 2 2 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 2 3 Pengadaan 
kompos/ pupuk 
kandang di desa 

2 2 2 2 3 2 Belania Barang dan iasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 2 3 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 3 Pembanguunan dan 
pengembangan sarana 
prasarana energi 
terbarkan serta 
keaiatan pelestarian 



linakunaan hidup 
2 2 2 3 1 Pembangunan sumur 

resapan 
2 2 2 3 1 2 Belanja Barang dan jasa 

- Uoah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 3 1 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 3 2 Pengadaan sarana dan 
prasarana daur ulang 
sampah Desa 

2 2 2 3 2 2 Belania Barang dan iasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 3 2 3 Belanja Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 3 3 Membangun rintisan 
Pembangkit Listrik Desa 
Tenaga Mi.kro Hidro 
(PLTMH) atau 
Pembangkit Listrik Desa 
Tenaga Surva (PLTS) 

2 2 2 3 3 2 Belanja Barang dan jasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 3 3 3 Belanja Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 4 Program kegiatan 
lainnya ang sesuai 
dengan kondisi desa 
dan telah diputuskan 
dalam Musgawarah 
Desa 

2 2 2 4 1 Pembangunan Kantor 
Desa 

2 2 2 4 1 2 Belanja Barang dan jasa 
- Upah Kerja 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 4 1 3 Belanja Modal 
- -Semen 



- Material 
- dst ............ 

2 2 2 4 2 Pembangunan Balai 
Desa 

2 2 2 4 2 2 Belania Barang dan iasa 
- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 2 4 2 3 Belanja Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

2 2 2 4 3 Belania Tanah Desa 
2 2 2 4 3 2 Belania Barang dan iasa 
2 2 2 4 3 3 Belania Modal 

2 3 BIDANG PEMBINAAN 
KEMASYARAKATAN 

2 3 1 Peningkatan investasi 
ekonomi desa melalui 
pengadaan, 
pengembangan atau 
bantuan alat-alat 
produkst, pemodalan 
dan peningkatan 
kapasitas melalui 
pelatihan dan 
pemagangan 

2 3 1 1 Pelatihan benih ikan air 
tawar 

2 3 1 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa 
-Honor 

Pelatih/Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 1 2 Pelatihan kuliner dan 
pengembangan 
makanan lokal sebagai 
komoditas strategi 
ekonomi-wisata 

2 3 1 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor 

Pelatih/Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 1 3 Pelatihan membuat 



kerajinan tangan dari 
bambu, kayu, limbah dll 

2 3 1 3 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor 

Pelatih/Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 1 4 Pelatihan tentang hak- 
hak perburuhan, yang 
merupakan kerjasama 
desa dengan perusahan 

2 3 1 4 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor 

Pelatih/Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 1 5 Bantuan alat 
pengolahan produk 
unggulan desa (spiner, 
mesin pembuat pakan 
ternak, mesih pencacah 
oakan temak dUl 

2 3 1 5 3 Belanja Modal 

2 3 2 Duukungan kegiatan 
ekonomi balk gang 
dikembangkan oleh 
BUMDesa, BUM antar 
Desa mauupun oleh 
kelompok dan 
lembaga ekonomi 
masarakat desa 
lainnua. 

2 3 2 1 Pelatihan 
kewirausahaan desa 
untuk pemuda desa 

2 3 2 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor 

Pelatih/Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 2 2 Workshop perencanaan 
bisnis (bussines plan) 
Desa 

2 3 2 2 2 Belania Barang dan 



Jasa: 
- Honor 

Pelatih /Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 2 3 Pelatihan manajeman 
Usaha BUMDesa dan 
usaha ekonomi 
rumahan 

2 3 2 3 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor 

Pelatih/ Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 2 4 Investasi usaha 
ekonomi melalui 
keriasama BUMDesa 

2 3 2 4 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor 

Pelatih/ Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 3 Bantan Peningkatan 
Kapasitas untuk 
program kegiatan 
ketahanan pangan 
desa 

2 3 3 1 Musyawarah Desa 
untuk memfungsikan 
kembali tradisi lumbung 
desa 

2 3 3 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan Musvawarah 
-dst ..................... 

2 3 3 2 Pelatihan pengolahan 
dan pemasaran hasil 
pertanian 

2 3 3 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
-Konsumsi 



- Bahan oelatihan 
- dst ..................... 

2 3 3 3 Pelatihan pemanfaatan 
tanaman lokal Desa 

2 3 3 3 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan nelatihan 
- dst ..................... 

2 3 3 4 Pelatihan Kelompok 
Tani 

2 3 3 4 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan nelatihan 
- dst ................ ; .... 

2 3 4 Pengorganisasian 
masgarakat, 
fasilitasi, bantan 
hukum masarakat 
dan pelatilhan 
paraleaal desa 

2 3 4 1 Pelatihan paralegal 
Desa (Advokasi Desa) 

2 3 4 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan nelatihan 
- dst ..................... 

2 3 4 2 Pelatihan penyelesaian 
sangketa aset di desa 
untuk warga desa 

2 3 4 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan nelatihan 
- dst ..................... 

2 3 4 3 Pelatihan penyelesaian 
sangketa tanah dan 
kekerasan dalam rumah 
tangsa [KDRT) 

2 3 4 3 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 



-Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
-dst ..................... 

2 3 4 4 Pembentukan dan 
Pelatihan Kader 
Pemberdayaan 
Masvarkat Desa (KPMD) 

2 3 4 4 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
-HonorKPMD 
-Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
-dst ..................... 

2 3 4 5 Pengembangan 
kapasitas Ruang Belajar 
Masyarakat di Desa 
(Community Centre) 

2 3 4 5 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
-dst ..................... 

2 3 4 6 Pelatihan Kader PKK 
Desa 

2 3 4 6 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
-dst ..................... 

2 3 4 7 Fasilitasi kegiatan 
Peningkatan Peranan 
Wanita Menuju 
Keluarga Sejahtera 
(P2WKSS) 

2 3 4 7 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
-Konsumsi 
- Belania Bibit Ikan 
- Belanja Bibit tanaman 

Holtikultura 
-dst ..................... 

2 3 4 8 Fasilitasi kegiatan 
LombaDesa 

2 3 4 8 2 Belanja Barang dan 



Jasa: 
-Konsumsi 
- Bahan oelatihan 
- dst ..................... 

2 3 4 8 Fasilitasi Kegiatan 
bulan bhakti gotong 
royong masyarakat 
(BBGRMl 

2 3 4 8 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
-Konsumsi 
- Bahan oelatihan 
- dst ..................... 

2 3 5 Promosi dan edukasi 
kesehatan 
masgarakat serta 
gerakan hiduup bersih 
dan sehat 

2 3 5 1 Pelatihan kader PHBS 
2 3 5 1 2 Belanja Barang dan 

Jasa: 
- Honor Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 5 2 Pelatihan Kader 
Posvandu 

2 3 5 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 3 5 3 Sosialisasi penyakit 
ISPA, DBD dan asuransi 
kesehatan BPJS kepada 
masvarakat Desa 

2 3 5 3 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor tenaga 
ahli/Narasumber 

-Konsumsi 
- Belania sosialisasi 
- dst ..................... 

2 3 6 Dukungan terhadap 
kegiatan pengelolaan 
daerah wisata 

2 3 6 1 Promosi obiek wisata 



+ 

melalui media cetak 
atau elektronik 

2 3 6 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor tim promosi 
- Konsumsi 
- Bahan oromosi 
- dst ..................... 

2 3 6 2 Bazar produk 
kerajinan/ produk 
industri rumah tangga 

2 3 6 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor tim Bazar 
- Konsumsi 
- Bahan bazar 
- dst ..................... 

2 3 7 Peningkatan 
kapasitas kelompok 
masarakat untuk 
energi terbarukan dan 
pelestarian 
ingkungan hidup 

2 3 7 1 Pelatihan pemanfaatan 
limbah organik rumah 
tangga dan perkebunan 

2 3 7 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor Narasumbr 
- Konsumsi 
- Bahan oelatihan 
- dst ..................... 

2 3 7 2 Percontohan/instalasi 
dan pusat belajar 
teknologi tepat guna 
(TTG) 

2 3 7 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan 

Belaiar / Percontohan 
- dst ..................... 

2 3 7 3 Pelatihan pengelolaan 
tanaman sekitar hutan 
untuk konservasi dan 
tambahan pendapatan 
desa 

2 3 7 3 2 Belania Barans dan 



' . ... 

Jasa: 
- Honor Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 4 BIDANG 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 

2 4 1 Kegiatan Pelatihan 
Kcpala Desa, Perangkat 
Desa dan BPD 

2 4 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 

- Honor 
Pelatih/Narasumber 

- Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
-clst ..................... 

2 4 2 Pelatihan Trantibmas 
desa (hansip) 

2 4 2 2 Belanja Barang clan 
Jasa: 
- Honor 

Pelatih / Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
-dst ..................... 

2 4 3 Kegiatan Pelatihan TTG 
2 4 3 2 Belanja Barang dan Jasa: 

- Honor 
Pelatih /Narasumber 

-Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
-dst ..................... 

2 4 4 Kegiatan Pelatihan 
Pengerajin 

2 4 4 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor 

Pelatih/Narasumber 
-Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
-dst ..................... 

2 4 5 Kegiatan Pelatihan Olah 
Raga 

2 4 5 2 Belanja Barang dan 



Jasa: 
- Honor 

Pelatih/Narasumber 
- Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 5 BIDANG TAK 
TERDUGA 

2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar 
Biasa 

2 5 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor tim 
- Konsumsi 
- Obat-obatan 
-dst ........................ 

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS/ DEFISIT 

3 PEMBIAYAAN 
3 1 Penerimaan 

Pembiayaan 
3 1 1 SlLPA 
3 1 2 Pencairan Dana 

Cadangan 
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa 

Yang di oisahkan 
JUMLAH (RP\ 

3 2 Pengeluaran 
Pembiayaan 

3 2 1 Pembentukan Dana 
Cadangan 

3 2 2 Penvertaan Modal Desa 
JUMLAH (RP] 

Tanggal, . 
KEPALA DESA ................. 

Tanda tangan 

(NAMA) 

BUPATI LANDAK ,, 

k 
ADRIANUS ASIA SIDOT 



B. FORMAT LAMPIRAN LAPORAN KEKAYAAN MILIK DES A 

LAMPIRANII 
PERATURAN DESA 
NO MOR .. .. ... . TAHUN ....... 
TENTANG 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DESA TAHUN 
ANGGARAN ...... 

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA 
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 ... 

TAHUN N TAHUN N-1 
URAIAN 

('Tahun Periode Pelaporan] (Tahun 
Sebelumnya) 

I. ASET DESA 
A. ASET LANCAR 

1. Kas Desa 
a. Uang kas di Bendahara Desa 
b. Rekening Kas Desa 

2. Piutang 
a. Piutang Sewa Tanah 
b. Piutang Sewa Gedung 
c. dst ...... 

3. Persediaan 
a. Kertas Segel 
b. Materai 
c. dst ...... 

JUMLAH ASET LANCAR 

B. ASET TIDAK LANCAR 
1. Investasi Permanen 

- Penyertaan Modal Pemerintah 
Desa .. 

2. Aset Tetap 
- Tanah 
- Peralatan dan Mesin 
- Gedung dan bangunan 
- Jalan, Jaringan dan Instalasi 
- dst ....... 

3. Dana Cadangan 
- Dana Cadangan 

4. Aset tidak lancar Lainnya 

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 
JUMLAH ASET (A +B) 

II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH( I-II) 

TANGGAL ...............•............. 

TTD 

(KEPALA DESA ) 



Penjelasan tabel: 

1. Aset desa adalah barang milk desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau 
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak 
lainnya yang sah. 

2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa 
maupun di rekening kas desa. 

3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekaaan desa, 
antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling 
lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut. 

4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai 
dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, 
antara lain kertas segel, materai, deposito, giro. 

5. Aset Desa tidak lancar meliputi penertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik 
desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan 
dan instalasi. 

6. Dana cadangan adalah dana ang disisikan untk menampung kebutuhan yang 
memerlukan dana ang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun 
anggaran. 

7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah. 
8. Kekaaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa. 

Catatan: 

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka 
peluang untuk pinjaman. 



C. FORMAT PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA 

LAMPIRAN III 
PERATURAN DESA . 
NOMOR ... TAHUN . 
TENTANG 
LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN 
REALISASI PELAKSANAAN APBDESA 
TAHUNANGGARAN . 

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA 

Tanggal 

Desa 

Kecamatan 

Kabupaten 

No. Jenis 
Kegiatan 

Lokasi 
Kegiatan 

Rincian 
Kegiatan Volume Satuan Sumber 

Dana 
Jumlah 

(Rp) 

tanggal, . 
Kepala Desa 

( ) 



II. BENTUK PERSETUJUAN BPD PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
APBDESA 

PERSETUJUAN BERSAMA 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA . 

DAN 

KEP ALA DESA •...•.••.•........• 
TERHADAP PERATURAN DESA KECAMATAN KABUPATEN 
LANDAK TENT ANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHON ANGGARAN 20 ... 

Nomor Tahun 20 (Desa) 
Nomor Tahun 20 (BPD) 

Pada hari ini.............tanggal......................bertempat di...................Desa............. 
Kecamatan.............•...... Kabupaten Landak, pada acara Rapat Paripurna BPD Desa 
..... : .. : . ; .:., meilyetujui bersama terhadap peraturan Desa Tentang 
pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 
20 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 

Naskah Peraturan Desa sebagaimana terlampir. 

Demikian Persetujuan bersama ini dibuat di Dan ditanda tangani bersama oleh 
Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa . 

BADAN PERRMUSYAWARATAN 
DESA KECAMATAN .. 

................................ 20 ... 

KEPALA DESA .................... 

KECAMATAN 



III. BENTUK DAFTAR HADIR PERSETUJUAN BPD 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA 

DAFTAR HADIR 
RAPAT PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN PEMERINTAH DESA........... 

KECAMA TAN KABUP ATEN LAND AK 

Harl 
Tanggal 
Pukul 
Tempat 
Acara 

No Nama Jabatan Alamat Tanda Tangan 

BADAN PERRMUSYAW ARATAN 
DESA........... KECAMATAN . 

································20 ... 
KEP ALA DF5A . 

KECAMATAN 

BUPA�AK, 

ADRIANUS ASIA SIDOT 



LAMPIRAN VIII 
PERATURAN BUPATI LANDAK 
NOMOR TAHUN 2016 
TENTANG 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

A. TIM EVALUASI KECAMATAN 

a. Format SK Tim Evaluasi Kecamatan 

KOP KECAMATAN 

KEPUTUSAN CAMAT . 
TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG 
APBDESA TAHUN ANGGARAN 2016 

Menimbang 

Mengingat 

CAMAT . 
a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 31 Peraturan Bupati 

Landak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa, Camat membentuk Tim Kecamatan dalam 
rangka melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa. 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat . . . . .. ten tang 
pembentukan tim evaluasi rancangan peraturan desa 
tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016. 

1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang 
pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuan 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua 
atas tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomnor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5717); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2093); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak 
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak 
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 
37); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Landak Tahun 2015 Nomor 18); 

14. Peraturan Bupati Landak Nomor 26 Tahun 2015 tentang 
Standar Perjanalan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat 
Desa, Pimpinan dan Anggota BPD di Kabupaten Landak 
(Berita Derah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 297); 

15. Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 
(Berita Derah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 308); 



Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

16. Peraturan Bupati Landak Nomor 25 Tahun 2015 tentang 
Standar Biaya Umum Bagi Pemerintah Desa (Berita Derah 
Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor ); 

17. Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Derah Kabupaten 
Landak Tahun 2016 Nomor 345); 

18. Peraturan Bupati Landak Nomor 21 tentang Tatacara 
Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 
2016 (Berita Derah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 
06); 

19. Peraturan Bupati Landak Nomor 22 Tahun 2016 tentang 
Tatacara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, 
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan 
Keauangan kepada Desa Kabupaten Landak Tahun 
Anggaran 2016 (Berita Derah Kabupaten Landak Tahun 
2016 Nomor 07); 

MEMUTUSKAN : 
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN 
DESA TENTANG APBDESA TAHUN ANGGARAN 2016 
Susunan Keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan 
1m1. 

Tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU 
adalah: 

1. Melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBdesa seluruh Desa di Kecamatan . 

2. Melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Rancangan 
Peraturan Desa ten tang AB PD es kepada Camat . 

3. Menyampaikan pertimbangan tertulis kepada Camat . 
tentang hasil pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan 
Desa tentang ABPDes. 

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU 
dalam pelaksanaan tugasnya, bertanggungjawab kepada 
Camat. 
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan 
.......... Tahun 2016. 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan 
mempunyai daya laku surut sejak tanggal . 
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan 
perubahan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di . 
Pada tanggal . 

CAMAT . 

( ) 



LAMPIRAN 
KEPUTUSAN CAMAT . 
NOMOR ...... TAHUN . 
TENTANG 
PEMBENTUKAN . 

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA 
TENTANG APBDESA TAHUN ANGGARAN 2016 

NO NAMA / JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM 

1. Camat ......... Penan Jawab 
2. Sekretaris Kecamatan ....... Ketua 
3. Keoala Seksi Pemerintahan Sekretaris 
4. . ..................................... Anggota 
5. ······································ Anggota 
6. . ..................................... Anggota 

CAMAT . 

( ) 



b. Format Pertimbangan Rancangan Perdes tentang APBDESA 

KOP KECAMATAN 

Kepada 
Dari 
Tanggal 
Nomor 
Lampiran 
Perihal 

Camat . 
Ketua Tim Evaluasi Kecamatan 

.................... (hasil evaluasi) 
Pertimbangan tertulis mengenai 
Peraturan Desa . 
Anggaran . 

Hasil Evaluasi Rancangan 
tentang APBDesa Tahun 

1. Dasar 

2. Uraian 

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; 

8. Peraturan Bupati Landak Nomor 26 Tahun 2015 tentang 
Standar Perjanalan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat 
Desa, Pimpinan dan Anggota BPD di Kabupaten Landak; 

9. Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa; 

10. Peraturan Bupati Landak Nomor 25 Tahun 2015 tentang 
Standar Biaya Umum Bagi Pemerintah Desa; 

11. Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

12. Peraturan Bupati Landak Nomor 21 tentang Tatacara 
Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 
2016; 

13. Peraturan Bupati Landak Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Tatacara Pengalokasian dan Penyaiuran Alokasi Dana Desa, 
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan 
Keauangan kepada Desa Kabupaten Landak Tahun 
Anggaran 2016; 

14. Surat Keputusan Camat Nomor Tahun 2016 
tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kecamatan 
................... Tahun Anggaran 2016. 

bahwa . 



.................................................................................................. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Tim 
Verifikasi Kecamatan memberikan pertimbangan tertulis 
kepada Camat . . . . . . . . . . . . . . : 

1. Bahwa ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desa . 
telah dilakukan evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan 
Desa .... ten tang APBDesa dengan : 

a. Peraturan ten tang . 
b. Dst . 

2. Bahwa Rancangan Peraturan Desa .... tentang APBDesa 
telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Dst . 

Berdasar pertimbangan tersebut diatas, dimohon kesediaan 
Bapak Camat untuk menandatangani dokumen : 

1. Keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi 
RAPBDesa Des a....... tahun anggaran ; 

2. Dst . 

Tim Verifikasi Kecamatan 
Ketua, 

( ) 
NIP . 



c. Format Lembar Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa 

LEMBAR EVALUASI 
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 

DESA . 
Hari / tanggal : . 

1. Kesesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan Hasil Musyawarah Desa 
Tahun Anggaran 2016. 
Hasil : . 

2. Kesesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan Pedoman Teknis Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016 
Hasil : . 

3. Kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 
Peraturan di Desa dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa. 
Hasil : . 

4. Kesesuaian biaya perjalanan dinas dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 26 
Tahun 2015 tentang Standar Perjanalan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat 
Desa, Pimpinan dan Anggota BPD di Kabupaten Landak. 
Hasil : . 

5. Dst . 

Tim Verifikasi Kecamatan ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 

KEDUDUKAN 
NO NAMA/NIP / JABATAN TTD 

DALAMTIM 

1. Ketua 

2. Sekretaris 

3. Anggota 

4. Anggota 

5. Anggota 

Mengetahui, 
Camat . 

selaku penanggungjawab 
Tim Evaluasi Kecamatan, 

( ) 
Pangkat/Gol 

NIP . 



d. Format Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Raperdes tentang APBDesa 

KOP KECAMATAN 

KEPUTUSAN CAMAT . 
TENTANG 

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2016 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 
KESATU 

KEDUA 

CAMAT . 
a. Bahwa Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengamanatkan 
kepada Camat untuk melakukan evaluasi Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan kemudian 
menetapkan hasil evaluasi tersebut dengan Keputusan 
Camat. 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang 

1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang 
pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); 

2. Dst . 

MEMUTUSKAN : 
HASIL EVALUASI . 
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU 
terlampir dalam keputusan ini. 
Keputusan ini mulai berlaku. pada tanggal ditetapkan dan 
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2016 
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan 
perubahan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di . 
Pad a tanggal . 

CAMAT . 

( ) 



LAMPIRAN 
I<EPUTUSAN CAMAT . 
NOMOR ..... TAHUN . 
TENTANG 
DAFTAR . 

HASIL EVALUASI . 

NO NAMADFSA HASIL EVALUASI KETERANGAN 

1. DFSA ........... LOLOS agar segera 
menetapkan 
Rancangan 

Peraturan Desa 
menjadi Peraturan 

Desa. 
2. DFSA ............ TIDAK Agar segera melakukan 

perbaikan/ melengkapi 
Rancangan Peraturan 
Desa sesuai dengan 

catatan dari Tim 
Evaluasi Kecamatan 

..... 
3. Dst ..... 

CAMAT . 

( ) 



e. Format Laporan Hasil Evaluasi Raperdes tentang APBDesa Kepada Bupati 

KOP KECAMATAN 

LAPORAN 
TENTANG 

HASIL HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA .... TENTANG 
APBDesa TAHUN ANGGARAN 2016 

I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

B. Landasan Hukum 

............................................................................................................... 
C. Maksud dan Tujuan 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ■ ••••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
II. Kegiatan yang dilaksanakan 

...................................................................................................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
III. Hasil yang dicapai 

...................................................................................................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
IV. Kesimpulan dan Saran 

...................................................................................................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V. Penutup 

...................................................................................................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 

Dibuat di . 
Pada tanggal . 

CAMAT . 

( ) 
Pangkat/Gol 

NIP . 



F. Format Usulan Pembatalan Peraturan Desa 

KOP KECAMATAN 

Kepada 
Dari 
Tanggal 
Nomor 
Lampiran 
Perihal 

1. Dasar 

Bupati Landak 
Camat . 

.................... (lampirkan SK Hasil Evaluasi dan Lem bar Evaluasi) 
Usulan Pembatalan Peraturan Desa Nomor tentang 
APBDesa Tahun Anggaran 2016 

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 lI Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; 

8. Peraturan Bupati Landak Nomor 26 Tahun 2015 tentang 
Standar Perjanalan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat 
Desa, Pimpinan dan Anggota BPD di Kabupaten Landak; 

9. Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Tatacara Pengadaan Barang dan jasa di desa; 

10. Peraturan Bupati Landak Nomor 25 Tahun 2015 tentang 
Standar Biaya Umum Bagi Pemerintah Desa; 

11. Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

12. Peraturan Bupati Landak Nomor tentang Tatacara 
Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 
2016; 

13. Peraturan Bupati Landak Nomor Tahun 2015 tentang 
Tatacara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, 
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan 
Keauangan kepada Desa Kabupaten Landak Tahun 
Anggaran 2016; 

14. Keputusan Camat Nomor Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Tim Verifikasi Kecamatan Tahun Anggaran 



2. Uraian Pasal 32 ayat (1) Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa 
bagi Desa yang tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi Peraturan 
Desa oleh Tim Evaluasi Kecamatan, Camat mengusulkan 
pembatalan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati. 

Sehubungan dengan hal terse but diatas, Desa . 
sampai dengan saat ini belum menindaklanjuti Hasil Evaluasi 
Peraturan Desa dimaksud. Untuk itu, kami mengusulkan 
kepada Bapak Bupati Landak untuk membatalkan Peraturan 
Desa Nomor Tahun tentang APBDesa dan 
sekaligus menyatakan berlakunya pagu anggaran APBDesa 
tahun anggaran sebelumnya. 

Demikian usulan ini kami buat, sebagai bahan pertimbangan 
pengambilan keputusan dan pembinaan bagi Desa 
bersangkutan. 

CAMAT . 

( ) 
Pangkat 

NIP . 



B. TIM VERIFIKASI KECAMATAN 

a. Format SK Tim Verifikasi Kecamatan 

KOP KECAMATAN 

KEPUTUSAN CAMAT . 
TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 
TAHUN ANGGARAN 2016 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 
KESATU 

KEDUA 

CAMAT . 
a. Bahwa Peraturan Bupati Landak Nomor 21 Tahun 2016 

tentang Tatacara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa 
Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Landak Nomor 
22 Tahun 2016 tentang Tatacara Pengalokasian dan 
Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
Daerah serta Bantuan Keuangan kepada Desa Kabupaten 
Landak Tahun Anggaran 2016, mengamanatkan Camat untuk 
melakukan verifikasi dalam pengelolaan keuangan desa. 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat ... ... ten tang 
pembentukan Tim Verifikasi . 

1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 55 Tahun 
1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3970); 

2. Dst . 

MEMUTUSKAN : 
PEMBENTUKAN TIM . 
Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud 
pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan 
ini. 
Togas Tim adalah : 

1. Melakukan verifikasi Peraturan Desa tentang APBDesa, 
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, Peraturan Desa 
mengenai Pertanggungjawaban APBDesa, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban (LKPJ) penyelenggaraan Pemerintahan 
Akhir Tahun Anggaran, Dokumen RPJM Desa dan Rencana 



KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

Kerja Pembanguan Desa (RKP). 
2. Melaporkan secara tertulis basil pelaksanaan verifikasi 

sebagaimana dimaksud angka 1, kepada Camat . 
Tim sebagaimana climaksud pada diktum KESATU, 
bertanggungjawab kepada Camat. 
Segala biaya yang timbul akibat clitetapkannya Keputusan ini 
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan 
.......... Tahun Anggaran 2016. 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan 
mempunyai daya laku surut sejak tanggal dengan 
ketentuan apabila clikemuclian hari ternyata terdapat kekeliruan 
dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di . 
Pada tanggal . 

CAMAT . 

( ) 



LAMPIRAN 
KEPUTUSAN CAMAT . 
NOMOR T AHUN . 
TENTANG 
PEMBENTUKAN . 

SUSUNAN . 

NO NAMA / JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM 

1. Camat Penan Jawab 
2. Sekretaris Kecamatan Ketua 
3. Kepala Seksi Pemerintahan Sekretaris 
4. ···•···················•······•··•···· A «ota 
5. . ..................................... Anagota 
6. . ..................................... Anggota 

CAMAT . 

( ) 



b. Format Lembar Verifikasi LPJ APBDesa 

LEMBAR VERIFIKASI LPJ APBDesa 
TAHAP TAHUN ANGGARAN . 

DESA . 
Hari/tanggaI : . 

VERIFIKASI 
NO URAIAN ADA TIDAK BUKTI (nomor/tanggaI) ADA 
1. RAB 
2. Buku Kas Pembantu Kegiatan 
3. Buku Kas Umum 
4. Buku Kas Pembantu Paiak 
5. Buku Bank Desa 
6. Surat Permintaan Pembavaran 

a. Keiatan ..... 
b. dst .... 

7. Pernyataan Pertanggungjawaban 
Belania 
a. belania ATK 
b. dst ..... 

8. Surat Setoran Paiak 
a. paiak makan minum 
b. dst ..... 

9. Laporan Realisasi Penggunaan Dana 
Desa Tahan ..... 

10. Laporan Kekavaan Milik Desa 
11. Laporan program sektoraI dan 

program daerah yang masuk ke 
desa 

12. dst ...... 

Tim Verifikasi Kecarnatan : 

NO NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN TTD DALAMTIM 
1. Sekretaris Kecamatan Ketua 
2. Kepala Seksi Pemerintahan Sekretaris 
3. . ............................. Anggota 
4. • •••••••••• ■ •••••••••••••••••• Anggota 
5. . ............................. Angaota 

Mengetahui, 
Camat . 

selaku penanggungjawab 
Tim Verifikasi Kecamatan, 

( ) 
Pangkat/ Gol 

NIP . 



C. FORMAT PENGANTAR PERMOHONAN PENYALURAN APBDesa 

KOP KECAMATAN 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal Pengantar Permohonan 

Penyaluran APBDesa Tahap 
.... Tahun Anggaran ..... 
untuk Desa . 

·································· 2016 

Kepada: 
Yth. Bupati Landak 

Cq. Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Landak 

Berdasarkan Surat Permohonan Penyaluran APBDesa dari Kepala 
Desa Nomor Tanggal Perihal , Tim Evaluasi dan 
Verifikasi Kecamatan ...... telah melakukan pembinaan administrasi 
sebagaimana terlampir. Untuk itu dimohon kiranya Bapak dapat 
menyetujui Permohonan Penyaluran APBDesa Tahap Tahun 
Anggaran dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Landak 
ke Rekening Kas Desa . . . . . . . se besar Rp. . . . . ( ) . 

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan 
lebih lanjut. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. 

CAMAT ..... 

( ) 
Pangkat 

NIP . 



C. PENGANTAR PERMOHONAN PENYALURAN APBDesa 

a. Format Verifikasi Permohonan Penyaluran APBDES 

LEMBAR VERIFIKASI 

PENGANTARPERMOHONANPENYALURAN APBDesa TAHAP ... TAHUN ANGGRAN ... 

VERIFIKASI 
NO URAIAN BUKTI KET (nomor/tall 
1. SK Camat .. . ten tang penetapan Hasil Evaluasi Raperdes .... Rangkap 

.... tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 
2. Peraturan Desa . .. tentang APBDesa Tahun Anggaran ... Rangkap 

. .. . .... .. 
3. LPJ APBDesa Taha ...... Tahun Anggaran .......... .... Rangkap 
4. Peraturan Desa mengenai Pertanggungiawaban APBDesa 

Tahun Anggaran ..... 
5. Lembar verifikasi LPJ APBDesa Tahap . ..... Tahun 

Angearan .......... 
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap . .... 

Tahun Anggaran ....... 
7. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 

penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran 
2015 sebanyak 5 (lima) rangkap 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
(RPJMDesa) 

9. Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa tahun anggaran 
2016 

10. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan 
Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) 

11. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan 
Bendahara Desa yang dijabat oleh Kepala Urusan yang 
membidangi urusan administrasi keuangan 

12. Permohonan Penyaluran APBDesa Tahap I (60%) untuk 
bulan Januari s.d Juni Tahun Anggaran 2016 yang 
dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

Tim Verifikasi Kecamatan : 

NO NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN TTD DALAMTIM 
1. Sekretaris Kecamatan Ketua 

2. Kepala Seksi Pemerintahan Sekretaris 
3. . ............................. Anggota 
4. . ............................. Anagota 
5. .......................... Anagota 

Mengetahui, 
Camat . 

selaku penanggungjawab 
Tim Verifikasi Kecamatan, 

( ) 
Pangkat 

NIP . 



b. Format Pengantar Permohonan Penyalw·an APBDesa 

KOP KECAMATAN 

.................................. 2016 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal Pengantar Permohonan 

Penyaluran APBDesa Tahap 
.... Tahun Anggaran ..... 
untuk Desa ........ 

Kepada: 
Yth. Bupati Landak 

Cq. Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Landak 

' \ 

' 

Berdasarkan Surat Permohonan Penyaluran APBDesa dari Kepala 
Desa Nomor Tanggal Perihal , Tim Evaluasi dan 
Verifikasi Kecamatan ... telah melakukan pembinaan administrasi 
sebagaimana terlampir. Untuk itu dimohon kiranya Bapak dapat 
menyetujui Permohonan Penyaluran APBDesa Tahap Tahun 
Anggaran dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Landak 
ke Rekening Kas Desa sebesar Rp ( ). 

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan 
lebih lanjut. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. 

CAMAT ..... 

( ) 
Pangkat 

NIP . 

BUPATI LANDAK 

ADRIANUS ASIA SIDOT 


